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ABSTRAK

Tigia Syahrotul Maghfirah, 2023 Implementasi Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upal@ncegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati Lujag, Pernikahan Pada Usia
Anak

Pernikahan pada usia anak masih sering tediltidonesiasalah satunya
di Kabupaten Lumajangtidak sedikit yang mengajukan dispensasiah di
Pengadilan Agama Lumajand®ermohonandispensasi nikah di Pengadilan
Agama Lumajang selama TahuR0192022 mengalami kenaikan bahkan
penurunan Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu
terdapa 1045 pemohon sejak adanya PeratuBupati Lumajang Nmor 23
Tahun 2020. PemerintahKabupaten Lumajangnengambil kebijakan sebagai
tindak lanjut mencegah pernikahan pada usia anak melalui Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak.

Berdasarkn masalah tersebut, nakokus penelitian ini yaitu 1Apa
faktor yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23
Tahun 2020 tentang pencegahpernikahan pada usia anak? Ejgaimana
ImplementasiPeraturanBupati Lumajang tentang pekahan pada usia anak?

3) Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanBaraturan Bupati
Lumajang tentang pencegahan pernikahan pada usia anak ? penelitian ini
bertujuanl) untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi lahifAgaaturan
Bupati Lumagang Nomor 23 Tahui2020 tentang pencegahan pernikahan pada
usia anak, dar2) untuk mengetahuimplementasiPeraturan Bupati Lumajang
tentang pencegahan pernikahan pada usia anak dan yang te&Spkimituk
mengetahui faktor pendukung dan penghar®eaatura Bupati Lumajang

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitafi dengan
Menggunakan pendekatamukum empiris.Untuk pengumplan data penulis
mengguiakan wawancara dan dokumentasnalisis data yang digunakan adalah
reduksi data, penyajian @atlan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitianni memperoleh kesimpulah) latar belakandahirnya
Peraturan Bupati Lumajangomor B tahun 2020 terbagi menjadi digoagian
yaitu, latar belakang filosofis, latar belakang sosisatan latar belakang yurgd
2) Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomd&3 tahun 2020telah
dilaksanakammelalui sosialisasi nanmu belum berjalan efektif karerspsialisasi
hanya diberikan keadainstansi terkaidan belum secara keseluruha3). Faktor
pendukung terlaksananyReraturan Bupatini dipengaruhioleh bebrapa faktor
yaitu koordinasi antar lembagaeraturan UU, darPerbub Sedangkan faktor
penghambat yaitu faktor orang tua,ekonomi, budaya, pendidikan dan alokasi
anggran yang masih belum optimal.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian

Anak adalah argerah dan perintalllah Swt. yangwajib dipelihara
dan dijaga sebalpadaanak melekat harkatharga diri, sertaHak Asasi
Manusia yangwajib ditegakkan® Dalam hukum positifindonesia anak
didefinisikan sebagai orang yang masih dibawah uatauumumnyadisebut
juga dengamnak di bawah perwalign

Anak merupakarasetnegara dan generagang meneruskanita cita
dan harapan untuk membangun negara di masa del@ak juga manusia,
sehingga merrmati hak asasinya sama dengan menghorhtelti Asasi
Manusia(HAM), Sehingga tidak berlebihan jika negara melindungi anak dari
perlakuan yang dapat mempengaruhi masa depdnnya.

Departemen Pemberdayaan Perempuasian Perlindungan Anak
merekankandalam wehlmar mencegah pernikahanak melaluperlindungan
anak terpadiberdasarkan pada masyarakaahwa perlindungan anakesti

menjadi kewajiban selurulpihak tergolongnegara pemerintah, pemerintah

Mardi candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia analisis tentang perkawinan
dibawah umur(Kencana: Jakarta timur, 2018), 1

Muhammad Agung | | hanentaél Pdraauran Bupati, Guniing iipul e
Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif
Masl|l ahah Mursalaho (Skripsi: Uin Sunan Ampel Sur

%Amrizal Siagian, wiwit Kuriawan dan chaidir marasebessyPembinaan Hkum
Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan(Aaaggerang
Selatan: PT Mediatama Digital Cendek2®22
‘Muhammad Agung |l ham Affarudin, Al mpl ement as
No0.36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perk@awPada Usia Anak Dalam Perspektif Maslahah
Mursalafd 2.,



daerah, masyarakat, keluargartaorang tua atau wali memilkugas dan
tanggung jawab untuk menegakkan perlindungan anak.

Orang tuamempunyaikewajiban utama dalaimmembesarkan anak
anaknya supayatumbth menjadigenerasi yang baik, sehat, kuat, cerdas
bertanggung jawatserta berbakti kepada orang t§aOrang tua dilarang
mendesakanak untuk berpasangan bersamlaki laki atau perempuan
pilihannyg tetapi anak harus dibimbing dan diharuskan memilih pasangan
yang cocok sesuai anjuran agamahy@rang tua harus menghindari
pernikaharpada usia anak anak mereka.

Pernikahan kebanyakadilangsungkan oleh orang menurut umur
sudah cukup dan dewasacara pemikirarAkan tetapj pernikahan juga bisa
terjadi dengan calon pasangan yang belum matang dan belum siap mental,
seringkali pasangan ini menikatibawah umur Pemikahan anakdi bawah
umur merupakanpernikahanyang salah satdliantaranyaatau keduabelah
pihak masihanakanak, atausudahmulai dewas&arenabelum berumur 19
tahun. Setiap pernikahan dicatagesuai Peraturan Undang Undangang
berlaku Selain ity ach batasumur minimum untuk meikah® PadaOktober

2019, pemerintah indonesia menetapkdndang UndangNomor 16 tahun

*KEMEN PPPA: Cegah Perkawinan Anak Mulai Dari Keluarga dan Masyarakat, 17
februari2021https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3058/kemeacegah
perkawinaranakmulatdarikeluargadanmasyarkatliakses 6 november 2022

*Tatta Herawati Daul ae, fiKewaji ban Orang Tuese
Hadis) Jurnal Kajian Gender Dan Anak/ol.04, No. 2, 2020, 988

" Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonegiakarta: Kencana,

2017), 67.

.Asmun W. Want u, Nopiana Mozin, Yul i Adhani L
Dibawah Umur Pada RenaaDesa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolang Mongondow
S e | a Jumal @rogam Studi Ppkn, Fakultas Iimu Sosial Universitas Negeri Gorontalo), 37



https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3058/kemen-pppa-cegah-perkawinan-anak-mulai-dari-keluarga-dan-masyarkat
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3058/kemen-pppa-cegah-perkawinan-anak-mulai-dari-keluarga-dan-masyarkat

2019 yang merupakarmeralihandari Undang Undangernikahannomor 1
tahun 1974 UndangUndangtersebut mengubah usia minimumenikah
untukanakperempuan dafé tahun jadiL9 tahur?

Akan tetapi,nyatanyapernikahan usia anakasih seringterjadi di
seluruh duniasebanyak sepuluh juta wanita sluruh duniasetiap tahun
menikah di bawah usia 18 tam!° Usia seorang saat melangsungkan
perrnkahan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan masa depannya,
seseorang yangnasih belum cukupuntuk menikah pasti berbeddengan
orang yang melaksanakgernikahan dengan usia yang telah matang. Usia
seorang dibawah 18 tahummelakukanpernikahan sangatebdampak pada
kehidupan yang akan dijalani setelahnya, baik itu masalah perkawinan,
pengaturan emosi pribadi dan juga pola pikir yang masih terlalselmngga
di khawatirkan terjadi perceraidh.

SebagaiDeputi Bidang Tumbuh Kembang Anakenny N Rosalin
menerangkawanmemberi tahwntuk semuapenanggung jawakepentingan
terutama Kepala Daerahjika pernikahan anak dibebaskan, didm dampak
yang sangat terlihat dan mudah diukyr yakni mengenai,perdidikan,

kesehatan, dan ekonomiigd hal tersebut untuk menentukan Indeks

°Gaib Haki ki Dk k, AfPencegahan Per kawi nan An
Ditundabo (Jakart a: t B a &tatistik, R02®),a
11Https://Www.Unicef.Org/Indonesia/Media/5031/File/Laporan%20Pencegahan%20Perkawinan
%20Anak.Pdf

Y Kanal P e n g e t mPemilkahad Dini Hebaga Wpgya Menurunkan Angka
Kematian IbuHttps://Kanalpengetahuan.Fk.Ugm.Ac.ld/PencegaPamikaharDini-Sebaga
UpayaMenurunkarAngka-Kematianlbu/ Diakses 9 November 2022

“"Nur Cholizah, fl mplementasi Pencegahan Per k;
Bar at (Studi Peraturan Gubenur DKI Jakarta Barat
Negeri Syarif Hidayallah Jakarta, 2022), 2



https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan%20Pencegahan%20Perkawinan%20Anak.pdf
https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan%20Pencegahan%20Perkawinan%20Anak.pdf
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Pembangunan ManusidlPM), sehingga pernikahan anak yang tinggi
mempengaruhi IPM yang rend&h.

Menurut data yang didapdari Survei Sosial Ekonomi Nasionthun
2018,1 dari 9 anak perempuan nikdhindonesia Sedangkafjumlah wanita
usia 2024 tahun menikah sebelum berum8 tahundiperkirakansampai
1.220.900 anak perempuan. Sementara tingkat pernikahan akalamgan
wanita menurun setiap tahutingkat penurunannya masih sangat lambat,
dengan banyaknya pernikahanakyangterdapat dindonesiamenempatkan
diurutan ke 8 di dunia. Praktik pernikahan andkukan Cuma terjadi di
kalangan anak perempuaamun,juga dikalangan anak lakaki. Laki- laki
berumur20-24 tahun nikah sebelum beruni@ tahun pada tahun 20338.

Komsun sebagai Humas #lengadilan Agama Lumajamgengatakan,
angka pernikahan pada usia adakKabupaten Lumajanmasih sangat tinggi.
Hingga November2019 ada 110 pemohon mengajukan dispensasi nikah.
Banyak pasangan mudaiap tahun yang berusia dibawah 17 tahun
mengajukan dispensasi perkawinkae Pengadilan AgamaPaniteraMuda

Pengadilan Agama Lumajanghenyatakan menurut data Tahun 2020,

setidaknya addl.045 pasangan muda telah mengajukan dispensasi nikah.

sebelum pasangan memasuldhap pernikahan, pihaklari Pengadila

Http

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan, Agustus 07, 2020,

10-42

s://Www.Kemenpppa.Go.ld/Index.Php/Page/Re3@@22/MenteriPppaPerkawinaprAnak-
HarusDihentikan
“Gaib hakiki dkk, fApencegahan perkawinan
“ARedaksi o, Todus Atong Rontong Lumajang

2019, Https://Lumajangsatu.Com/Baca/Todfong-RontongLumajangTinggi-Angka-Nikah-

Dini

anak

Ting


https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan
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umumnya,memberikan kegiatan konseling tentang pro dan kontra. Namun,
dalam kasus ratusan ribu, hanya 2 % viaigh.*®

Terdapat berbagai fedr yang membuat pernikahgadausia analdi
Lumajangbertambah meningkat dari hasil analisis abgang dilakukaroleh
para kader KOPRI PC PMII Lumajang semasa berkegiatan selgah
gender Faktor pertamaerkait penddikan yaitu masihberkaitandengan IPM
Lumajang 3 terendah séawa Timuy masih adadi Lumajangyang belum
melaksanakarwajib belajar 12 tahun rendahnya pendidikan berpengaruh
padapola pikir seorang dan kurang sosialisasi terhadap orang tua, penduduk di
pedesaan, dan anakak yang tidak mampu mengikuti wajib belajar 12 tahun.
Faktor kedua adalah ekonortigak sedikitOrang Tuamemilih mergawinkan
anak perempuannya yang masih keeitsamdaki-laki dewasa yang memilk
kebebasan finansial danapan dapat diharapkaanakanaknyamemperoleh
kehidupan yang layak setalah menikah. Faktor ketiga dari berbagai titik
kecamatan diLumajarg yang dijadikan sebagai penelitian, bahwa banyak
generasi muda yang terseret afBl®balisasidengan melakukan hubungan
seks bebas secara tidak bijak, sehingga harus medikakia yang belum
matary karena tragedi hamil duludh.

Dalam konteks ini, pemeriah kabupatenLumajang mengmbil
kebijakan sebagai tindak lanjotencegalperkawinan anak melaléteraturan

Bupati Nomor23 tahun 2020 sebagandakan untuk memastikan hak anak

“ARedaksi o, Lumajang Runndatm, WMpret B4n g022a Ni k a h
Https://Lumajangsatu.Com/Baca/LumajaRgnnerUp-Angka-Nikah-Dini-Sejatim
Acanda Ayu Pitarao, RunnerUp Pernikahan Din

Maret 06, 2022, Https://Lumajangsatu.Com/Baca/RunneRgrnikaharDini-Ini-SikapKopri-
Pmii-Lumajang



https://lumajangsatu.com/baca/lumajang-runner-up-angka-nikah-dini-sejatim
https://lumajangsatu.com/baca/runnerup-pernikahan-dini-ini-sikap-kopri-pmii-lumajang
https://lumajangsatu.com/baca/runnerup-pernikahan-dini-ini-sikap-kopri-pmii-lumajang

untuk tumbuh dan berkembang terpenuhi dan berikan hak yang layak. Baik
membeikan pendidikan yang bkwalitas bagi generasi peneruselindungi

anak dari potensigangguan kesehatan md@aemuabentuk kekerasan akibat
ketidaksiapampsikologianak yang kurangnemadai dan usia pernikahan anak

Peraturan Bupati ini tentang pencegahamigahan pada usia anak.
Peraturan Bupati ini menjelaskan dalam bab 1 pasal 1 bahwa, pencegahan
pernikahan pada usia anak adalah upaya yang berupa kebijakan, progam,
kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah
kabupaten lumang, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku
kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak di
Kabupaten Lumajang.

Dalam Perbup Lumajang Nomor 23 tahun 2020 tentang pencegahan
pernikahan pada usia anak, Untuk Bimbingan gangawasan pernikahan
pada usia anak dilaksanakan oleh instansi seperti, bimbingan kerohanian dari
Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam dan bimbingan kerohanian
sesuai agama dan keyakinan, bimbingan perlindungan anak dari Dinas Sosial
Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak, dan untuk mendapatkan
penetapan dari Pengadilan Agama. Maka pada penelitian ini peneliti memilih
empat instansi yang dijadikan lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan
Randuagung, KUA Kecamatan Jatiroto, Dinas Sosial Pefapaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang Dan Pengadilan Agama
Lumajang. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut katesgampat instansi

tersebut berada @iilayah kota yang sama.



ditinjau data dspensasPengadilarAgama Lumajangumlah penikahan pada

usia analsetiap tahunnya mengalami kenaikan bahkan penur@ada tahun

2019 terdapat 335 permohonan, tal00 terdapat 1045 permohondahun

2021 terdapat 903 permohonan dan pada tahun 2022 terdapat 856

permohonan Pada tahun 2020 terjagbeningkatan yang signifikan yaitu

terdapat 1045 permohonarBerdasarkan konteks penelitian atas peneliti

tertarik mengambil judul penelitiani | mp |l ement asi Peratur

Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada

Usia .Anako

. Fokus Penelitian

Menurut uraian konteks penelitian dias, maka dirumuskan menjadi
beberapadkus penelitian antara lain:

1. Apa faktor yangmelatarbelakangi lahirny&eraturan BupatLumajang
Nomor23 Tahun 202@entang pencegahan pernikahan pada usig?ana

2. BagaimanalmplementasiPeraturanBupati Lumajang Nomor 23 Tahun
2020tentang penag@han pernikahan pada usia anak?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksarRenaturan Bupati
LumajangNomor 23 Tahun 202@entang pencegahan pernikahan pada
usia anak

. Tujuan Penelitian

Berdasarkarokus penelitian datas,dalam penelitian ini dirumuskan

menjadi beberapa fokus penelitian sebagai berikut:



1. Untuk mengetahuiaktor yang melatarbelakangi lahirniPaeraturarBupati
LumajangNomor 23 Tahun 202@entangPenceghan Pernikahan Pada
Usia Anak.

2. Untuk mengetahuimplementasiPeraturan Bupati Lumajang Nomor 23
Tahun 202Q@entang penag@ahan pernikahan pada usia anak.

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
Peraturan BupatiumajangNomor 23 Tahur2020.

. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan bisamemberikan manfaat.

Dalam penelitian ini ada 2 manfaat antara lain:

1. ManfaatTeoritis

Penelitian ini diharapkandapat memberikaimanfaat kemudian
hari untuk menambah pengetahuan khususnytukurstudi hukim
keluarga, mengenai perkawinan pada anak
2. ManfaatPraktis
a. Bagi peneliti mengetahui dan memahami perihal pencegahan
pernikahan pada usia anak yang diatur ddParaturan Bupati Nomor
23 Tahun 2020.

b. Bagi universitas, dapat memberikan nfaat untuk bahan referensi
penyususnan penelitian khususnya bdgakultas Syaah, dan
menjadikan koleksi ilmu pengetahuan di perpustakbdN KH.

Achmad Sidliiq Jember.



c. Dan bagi masyarakasupaya masyarakaumajangdapat memahami

tujuan, nilai dan hikma dari peraturan bupati tersebut serta

memberikan informasi, khususnya tentang kemuragkidampak dari
pelaku perkawinan pada usinak.
E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjedskan istilalpenting yang menarik bagi peneliti

pada judul penelitian, dengdnjuan untuk menghindari perihal salah paham

tentang penafsiran arti istilah yang dimaksud oleh pefiélitiengenai istilah

judul peneliti perlu memperjelas beberaptlak terdapat dalam penelitian

berjudulai | mpl ement asi Per at ur ad Tauo poad i

Dal am Upaya Pencegahan P e Dalamkjadbl a n

penelitian diperoleh istilafstilah penting, antara lain
1. Implementasi
Menuut KBBI, maksud dari implementasi adalpdlaksanaan atau
penerapar?8 Implementasi ialahtindakan yang dilaksanakan oleh

pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetagkéamkeputusan

kebijakan. Tetapiketika pemerintah erumuskan suatu kebijakan, mesti

memeriksalebih awalapakah kebijgan tersebuttkan berdampakatau

tidak bagi masyarakat. Dalam penelitian ini maksud dari implementasi

Tim Penysun, Pedoman Penulisakarya limiah IAIN JembetJemberiAIN Jember,
2020), 4546
18K bbi online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi

L uma

Pad:

“"™Moh I bnu Afandi dan Warjio, A | mplementasi

Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaiget Pajak Bumi Dan

Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota

Ki sar an JBreal &dmindtrasi Publik ISSN: 2088527x Volume 6 Nomor 2,
Https://Www.Ojs.Uma.Ac.ld/Index.Php/Adminpublik/Article/View/70/28



https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi
https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70/28

10

yaitu pelaksanaarfPeraturan Bupati Lumajang Nom@3 Tahun 2020
tentangPencegahan Perkawinan Anak
2. PeraturarBupati Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 202(dalah Peraturan
PerundangJndang yang dibentuk oleh Bupati Lumajang mengenai
pencegahan perkawinan pada usia adak disahkarpada tanggal 29
April 2020%°
3. Pencegahan
Pencegahan dalam KBBI, diartikan proses, cara, perbuatan
mencegaft atau tindakan menahan supaya suatu hal tidak terjadi
4. PernikahanPada Usia Anak
Pernikahanyang dilakukan antara seorang pria dan wasdtiah
satuatau dua duanybelum berumun9 tahurf? Sedangkan menuritU
RI No. 16 Tahun 2019 téang perubahan atas UU Nb.Tahun 1974
tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatalkahwapernikahan hanya
diizinkan apabila pe dan wanita telamencapai usia9 tahurf>
Istilah judul di ataspenulis dapat menyimpulkan bahwa, definisi
implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya
Pencegahan Pernikahan Pada Usia Aad&lah Pelaksanaan Peraturan

Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 20Béntang pencegahan pernikahan

*"Https://Peraturan.Bpk.Go.ld/Home/Details/145816/Peiiap-LumajangNo-23-
Tahunr2020

2IKbbi Online, Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.ld/Entri/Pencegahan

*’Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan
Pada Usia Anak

3 Undang Undang Republik IndonasNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/145816/perbup-kab-lumajang-no-23-tahun-2020
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/145816/perbup-kab-lumajang-no-23-tahun-2020
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan
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anak supaya tidak terjadi pernikahan dibawahmuyang belum memenuhi
batas umuyang ditetapkan oleh Undatgndang.
F. Sistematika Pembahasan

Peneliti membuat sismatika pembahasan, supaya dapat memahami isi
penelitian, sehingga lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami. Disusunlah
sistematika pendihasan penelitian ini, antara lain:

Bab | Pendahulugndi dalamnya terdapat sub sub penting yaitu,
pertamakonteks pealitian sebagai acuan dan alasan penting penelkiedua
fokus penelitanmenjelaskan tentang pokok permasalahketiga tujuan
penelitianmengacu pada fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya,
keempat manfaat penelitianmendeskripsikankonstriktusi yang dilakukan
setelah menyelesaikan penelitian, kelindafinisi istilah menjelaskan istilah
istilah penting dalam judul penelitian yang menjadi fokus perhatianlifpene
dan yang terakhir sistematika pembahasan yang mendeskripsikan alur
pembahasan skisi mulai daribab pendahuluan sampai adnutup.

Bab Il Kajian Pustaka dalam bab ini memuat pembahasan mengenai
tinjauan pustaka yang mencakup penelitian terdalddm kajian teori.
Penelitian terdahulu yanghencamtumkan hasil penelitian terdahulu yang
relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian meringkas baik
penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipubikasikadangkan
kajian teoriberkaitan degan yang diteliti yaitueori tentangimplementasi

kebijakan publik pernikahan dangunikahan pada usia anak.
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Bab Il Metode Penelitian menguraikan mengenai metode dalam
penelitian meliputi pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek
penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan
tahapan penelitian.

Bab IV Pembahasammembahas tentangbjek penelitiarpenyajian
data darhasil penelitian terkait dengan faktor yang melatarbelakangi lahirnya
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2G2@tang pencethan
pernikahan pada usia anak, implementasi PeraBugati Lumajang Nomor
23 Tahun 2020 Tentang pencegahan pernikahan pada usia anak dan faktor
pendukung, penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23
tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak.

Bab V Penutup bagian terakhir dalamenelitian yang besi tentang

kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.



BAB I
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian Terdahulu adalahasil penelitian yandoerkaitan dengan
penelitian yang akan dikerjakan, dan rkelkan langkah ini bisa mengetahui
seberapa orisinalisapenelitian yang akan dikerjakarerdapat limgenelitian
terdahulu yang ada kaitannyang@n penelitian ini, antara lain
1. Skripsi yang ditulis oleh Dody Syratman. MahasisReogam Studi
Hukum Keluar@ Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkul u, d anplgnzemtasi jPeratuwran Gubenur Bengkulu
Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif
Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pegendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota
Bengkul u) o.

Fokus penelitianini antara lain yangPertama Bagaimana
implementasiPeraturan GubenBengkuluNomor 33 tahun 2018 tentang
Pencegahan Perkawinan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindunga Anak, Pengendalian Pendudulan Keluarga Berencana
Kota Bengkulu? yangkeduaBagaimanaPencegahan Perkawinan Anak

Dalam Peraturan GubenuBengkulu Nomor 33 Tahun 2018entang

13
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pencgahan perkawinan anak menurut Undang Unddamor 16 tahun
2019 tentang @rkawinan?

Penelitian ini menggunakanjenis penelitian lapanganmetode
pendekatanyang digunakarnyuridis empiris. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancaradan dokumentastuk objek
penelitian mengambil lokasi di Dinas Pemberdayaan rmauan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kota Bengkulu.

Kesimpulan pada skripsi ini adalgberaturan daerah dilakukan
melalui sosialisasi, namun belum berfungsi dengan baik karena sosialisasi
hanya diberikan untuk instangrkait dengan instansi pemerintah lainnya,
tidak langsung kepada masyarakitenurut hukum islam, pernikahan
anak di bawah umur tidak dilarang, dan tidak ada batasan usia yang sah
untuk anak anak namuRgraturan Daerani diperlukan karena usia anak
dibavah umur belum siap secara fisik atau mental.

Persamaapenelitian ini dengan penghn terdahiu adalahsama
meneliti mengenapencegahan perkawinan angedangkarPerbedaan
penelitian terdahulengan peneldan yang penulis teliti terdapatada
perpektif hukum islam dan subyek atau tempat penelitian, penelitian
terdahulu terfokus pada perspektif hukum islam terhadap pencegahan

perkawinan anak terkaReraturan GubenuBengkuluNomor 33 Tahun

“Dody Syratman, @Al mplementasi Peraturan Gube.
Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Peyabard
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota
Bengkuludo (Skripsi: Universitas I slam Neger. Fat i
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2018 sedangkan penelitian ini memfokuskan pada implersgpgaaturan
Bupati Lumajang dalam upaya pencegahan pernikahan pada usia anak.
2. Skripsi yang ditulis olefFadhillah Ahmad NahrawiMahasiswaProgam
Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.denganj u d &dbijakn Perarintah Kabupaten
Tanggerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak (Studi
Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tanggerang Nomor 78 Tahun
2017 Dan Relevansinya Dengan Mashl ahal
Fokus penelitian ini antara lainPertama, Apa faktor yang
melatabelakangi terbentukny®eraturan Bupati Kabupatéfanggerang
nomor 78 tahun 2017 tentang pencagahan perkawinan pada usia anak?
KedugBagaimana implementaBleraturan Bupati Kabupaté@ranggerang
Nomor 78 Tahun 201fentang pencegahan perkawinan padaarsiék?°
Metode penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian
hukum normatif empirisPendekatan metode yang digunakan pendekatan
PerundangJndang étatue approach pendekatan sosiologsdciological
approach) dan pendekatan kasusaée approach Objek penelitian ini
yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tanggerang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tanggerang dan Pengadilan Agama Tigaraksa.

“Fadhillah Ahmad Nahrawi, f@dKebijakan Pemerin
Mencegah Pé&awinan Pada Usia Anak Studi Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tanggerang
Nomor 78 Tahun 2017 Dan Relevansinya Denlyashlahah Mursalah(Skripsi: UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2020), 5
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Kesimpulan pada skripgii adalah latar belakarnigerda Kabupaten
Tanggerang mengenaipencegaharperkawinan pada usianak dibagi
menjadi tiga bagiaryakni, latar belakang filsafat, sosiologi dan hukum.
Peraturan bupati tersebioelum efektif karena disebabkaRertama data
dispensasi nikah dari Penglath Agama Tigakarsa menunjukkan jumlah
peringkatan, yakni 23 perkar@ahun 2017, 24 perkara patkhun 2018,
dan 58 perkara diahun 2019. Yandkedua kurangnya sosialisasi oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan sewi instansi
terkait lannya.

Penelitianini mempunyai persamaatenganpenelitian terdahulu

yakni sama meneliti mengenpencegahan pernikahan pada usia anak.
Dan perbedaannya pada skripsi ini memfokuskan padhijakan
pemerintah dalam mencegah pernikahgomada usia anaklan lkaitannya
denganMashlahah Mursalah sedangkan penelitian yang penulis teliti
memfokuskan pada implementaBeraturan Bupati Lumajanglalam
mecegah perkawinan anak.
. Skripsi yang ditulis oleh Krisdayanti. Mahasiswi progam stddkum
Keluarga Universitas I&am Negeri Sunan Kalijaga Yogyakart®alam
Skri psi Bee&tivitasuRelaksanain UU Nomor 16 Tahun 2019
Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Mantrijeron
Kota Yogyakartao.

Fokus penelitian ini antara lain: 1). Bagaimana pelaksanaan UU

Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Niignor 1 tahun 1974
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tentang perkawinan di KUAViantrijeror? 2). Bagaimana efektivitas
pelaksanaan UBlomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atasNdichar
1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam menekan angka gigamniklini
di KUA kecamatarMantrijeron?

Metode penelitian ini yaitupenelitian lapangaiffield research
yang bersifat deskriptif analitikPendekatan yang digunakan adalah
pendekatan yuridis empiris, analisis data kualitatif dengan metode
induktif. Ohek peneliatan ini yaitu KUA Kecamatan Mantrijeron Kota
Yogyakarta®

Kesimpulan pada penelitian ini adalah pada penghujung tahun 2019,
peralihan UndangUndang perkawinan detapkan oleh DPR dan
disepakati oleh Presiden sebagai implementasi putusaMahkamah
Konstitusipasal 7 ayat 1 UU Perkawinan yang bertentangan dengan pasal
27 ayat 1 undang undang 1945. Dalam keputusannya, mengubah batas
umur minimal untuk menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, sama
seperti lakilaki. KUA Mantrijeron melaksanakadndangUndangNomor
16 tahun 2019 satu hari sesudahdang Undandersebut diundangkan.
Dalam praktiknya, KUA Mantrijeron tidak menerima jika pasangan laki
laki dan perempuan ingin mendaftarkan perkawinan jika salah satu atau
kedua belah pihak berusia dibawah(&6am belas) tahuMereka harus
terlebih dahulu meminta izin dispensasi perkawinan kepategadilan

Agamasetempat sebeluiakim mengabulkannya.

®Krisdayanti, fEfektivitas Pel lak Mangkaran UU No
Angka Perni kahan Dini Di KUA Kecamatan Mantrijer
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 4
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Persamaan penelitian indan penelitian terdahulu yaitu sama
meneliti mengenai pernikahan usia dini.Dan pebedaannya, pada
penelitian terdahulumemfokuskan pada efektivitas pelaksanabiang
Undang Nomorl6 tahun 2019 dalam mencegahgka pernikahan dini,
sedangkan penelitiagang penulis teliti memfokuskan pada implementasi
Peraturan Bupatentang pencegahgqerkawinan anak.

. Jurnal yang ditulis olelsri Karyati, B. FarhanaKurnia LestaridanArya
Sosman. Jurnal Unizar Law Review Dengan judul fiKebijakan
Pencegahan Pernikahan AndkProvinsiNTB Pasca Berlakuny&U No.

16 Tahun 2019 Tentang Perubahby Nomor1 Tahun1974 Tentang
Perkawinam. Dalam jurnal tersebut terdapat satu permasalahan vyaitu,
bagaimana kebijakan pencegahan pernikahan anak di provinsi NTB
setelalberlakunya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1
tahun 1974 tentang perkawinan?

Jenis penelitia yang digunakan jurnal ini adalah yuridis normative
dan menggunakan pendekatan kepustakaditeraur approach,
pendekatan Perundatinpdangan (statue approach yaitu mengkaji
peraturan undang undangan yang berhubungan dengaregpbaa
pernikahan anak. Penelnh in objek yang diteliti di Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

Kesimpulan pada jurnal ini adalatisahkannyaUndang Undang
Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahamdang UndangNomor 1 tahun

1974 tentang perkawinan, khususnya mengenaa usinimum untuk
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menikah. Akan tetapi hal ini belum bisa menyelesaikaasalah
perkawinan anak di NTB. asalah perkawinan anak NTB belum
terselesaikan, karena pokok masalah perkawinan anak di NTB belum
mengenai pokok permasalahan yang sesunggul@lga sekab itu wajib

ada terobosan kebijakan yang makin komprehensif untuk melarang
perkawinan anak di NTBKebijakan hukum yang dibutuhkan untuk
mencegah perkawinan anak di NTB yaitu Perda pencegahan perkawinan
anak. Kebijakan di provinsi NTB tentang pencegaharkgwinan anak
menyikapi atas perubahdmdang Undang Nomat tahun 1974 tentang
perkawinan dengan ditetapkannya Raperda mengenai pencegahan
pernikahan anak di Propemraperda 2028dirnya RancangaReraturan
Daerahdiinginkan terjadi perubahan paradigapencegahan perkawinan
anak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama
mengkaji tentang pencegahan pernikahan anak. Dan perbedaannya terletak
pada tempat penelian d®eraturan Undang Undangenelitian terdahulu
memfokuskan padaUndarg-Undang Nomor 16 Tahun 201%tas
perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai
pencegahan pernikahamakdi provinsi NTB, Sedangkan penelitian yang
penulis teliti memfokuskan pada implementasraturan Bupatiumajang

TentangPencegahan Peawinan Analk’’

2'Sri Karyati, B. Farhana Kurnia Lestari dan Arya Sosman, Kebijakan Pencegahan
Pernikahan Anak Di ProvinNTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawindmnal Unizar Law Reviewolume 2 Issue 2 (2019),
136
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5. Jurnal yang ditulis oleh Nyoman Suardand,WayanMarthadan| Gusti
Ayu Ketut Artatik. Jurnal hukum dan kebudayaan. Jurnal yang ditulis
d e n g a n Pgncedahdn Pdikawinan Dini Melalui Instrumen Hukum
Perkawi nan Di Kabupaten Gianyaro

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empirékni
mempelajari permasalahan yang timbul di lapangan berdasarkan teori teori
yang ada.Objek penelitian ini dilaksanakan dbesa Pejeng Kelod,
KabupatenGianyar.

Kesimpulan pada penelitian ini@dhmenurut data tahun 2020 dari
buku statistik kabupaten Gianyar, kemungkinan pernikahan dini pada usia
10-16 tahun. Berdasarkan data tersebut, maka perlu dilakukan kajian
ilmiah tentang usia terkait batasan yang diberlakukan &Jallang
Undang Nomor 16fahun 201%entang perubahan atéasdang Undang
Nomor 1 Tahurl974dan efektivitadJndang Undangang berlaku untuk
mengatur perkawinan. Ada beberapa peraturan terkait usia ideal untuk
menikah agar mereka dianggap mampu memulai sebuah keluarga. Adanya
Perdauran Bupati Nomorl3 tahun 2017 tentang pencegahan perkawinan
anak di kabupaten Gianyar yang menjelaskan batasan anak adalah seorang
yang berusia di bawah 18 tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi

pernikahan dini, seperti faktor ekonomi, pendidikanla asuh, biologi
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dan persepsi masyarakat.dengan adaRgsaturan Bupatidiharapkan

pernikahan dini berkurarf§.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu

yaitu samasama meneliti tentang pencegahan pernikahan B@rbedaan

penelitian seblumnya dengan penelitian yang akan dilakukaat 83,

pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada pencegahan pernikahan

dini melalui instrumen hukunperkawinan, sedangkan penelitian yang

akan dilakukan saat ini memfokuskan pada implemeR&situran Bugti

dalam mencegah perkawinan usia anak.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

No. | Judul Penelitian| Persamaan Perbedaan

1. | Dody Syratman| Sama sami § Penelitian terdahulu terfoku
2022 meneliti pada perspektif hukur
flmplementasi | tentang islam terhadappencegahat
Peraturan pencegahan perkawinan anak. Sedangk|
Gubenur pernikahan penelitian yang dilakukal
Bengkulu Nomor | anak. peneliti membahas tentalr
33 Tahun 201§ Implementasi Peratura
Tentang Bupati dalam upayyi
Pencegahan mencegah perkawinan pal
Perkawinan Anak usia anak.
Perspektif Objek penelitian terdahuldi
Hukum Islam Dinas Pemberdayag
(Studi di Dinas Perempuan Perlindungg
Pemberdayaan Anak, Pengendan
Perempuan, Penduduk dan Keluarg
Perlindungan Berencana Kota Bengkull
Anak, Sedangkan Objek Penelitig
Pengendalian Peneliti Di KUA
Penduduk, dar Randuagung, KUA Jatirotg
Keluarga Dinas Sosigl Pemberdayaal

Berencana Kot
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I

Perkawinan Dini Melalu

Ny o man

Suardana,
Il nstrumen

Dan Kebudayaaivolume 1, Nomor 2 (2021), 43

I Wayan Mart ha

dan

Hukum Per k awirmalaHukurd i

I Gu
Kabupa



Bengkul u

Perempuan dan Perlindung

Anak Lumajang dar
Pengadilan Agam;
Lumajang.

Jenis penelitian yan
digunakan pendian
terdahulu yaitu penelitia|
lapanagan Sedangak;
penelitian yang dilakukal
peneiti menggunakar

pendekatamukum empiris.

Fadhillah Ahmad
Nahrawi, 2020
AKebi | ak
Pemerintah
Kabupaten
Tanggerang
Dalam Mencegal
Perkawinan Pad
Usia Anak (Studi
Terhalap
Peraturan Bupati
Kabupaten
Tanggerang
Nomor 78 Tahur
2017 dan
Relevansinya
Dengan
Maslahah
Mursalah o

Sama sam;
membahas
tentang
mencegah
perkawinan
anak.

Penelitian terdahuli
memfokuskan pad|
kebijakan pemerintal
terhadap mencegs

perkawinan pada uwsi anak|
dan relevansinya dengg
mashlahah mursalal
sedangkan penelitian yar

dilakukan peneliti
memfokuskan pad
Implementasi Peratura
Bupati Lumajang dalan

mencegah perkawinan paj
usia anak.

Objek penelitian terdahul
yaitu di Dinas Pengendalie

Pendudy dan Keluarge
Berencana Kabupate
Tanggerang, Dina|
Pemberdayaan Perempu
dan Perlindungan Ana

Kabupaten Tanggerang dji
Pengadilan Agam;
Tigaraksa. Sedangkan obji
penelitian peneliti di KUA
Randuagung KUA Jatiroto,
Dinas Sosial, Pemberdaya;
PerempuamanPerlindungan
Anak Lumajang dan
Pengadilan Agam;
Lumajang.
Metode yang digunaka
penelitian terdahulu vyaiti
hukum normatif empiris

sedangkan metode yal
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digunakan peneliti
menggunakan  pendekat;
hukum empiris.
Krisdayanti, 2021 Sama sami § Pada penelitian terdahu
AEf ekt i v|menelit memfokuskan pad|
Pelakanaan tentang pelaksanaan undang Undal
Undang Undang pernikahan Nomor 16 Thun 2019
Nomor 16 Tahur pada usig  dalam mencegah pernikah;
2016 Dalam anak. dini, sedangkan penelitian i
Menekan Angka memfokuskan pad
Pernikahan Din Implementasi Peratura
di KUA Bupati tentang mencege
Kecamatan pernikahan anak.
Mantrijeron Kota Objek penelitian terdahulu
Yogyakar yaitu di KUA Kecamatan
Mantrijeron Kota
Yogyakarta. Sedangka
objek penelitian eneliti
yaitu di KUA Jatiroto, KUA
Randuagung, Dinas Sosi
Pemberdayaan Perempu
dan Perlindungan  Ana
Lumajang dan Pengadile
Agama Lumajang.
Metode vyang digunakal
penelitian terdahulu adalg
penelitian lapangan (field
researcl) bersifat deskriptik
analtik, sedangkan metod
yang digunakan penelitig
ini adalah penelitian hukur
empiris.
Sri Karyati,| Sama samj Penelitian terdahulu foku
B.Farhana Kurnig meneliti pada kebijakan pencegah
Lesatari dan Aryg tentang pernikahan anak di Provin;
Sosman, 2014 pencegahan NTB. Sedangkan penelitig
A Kebi | ak|pernikahan ini fokus pada Implementa
Pencegahan anak. Peraturan Perbupumajang
Pernikahan Anal No.23 tahun 2020 tentar
Di Provinsi Ntb pencegahan pernikahan pa
Pasca Berlakuny. usia anak.
UU No. 16 Objek penelitian terdahul
Tahun 2019 yaitu di Provinsi Nusa
Tentang Tenggara Barat. Sedangk
Peubahan  UU objek  penelitan  yan(
No.1 Tahun peneliti teliti yaitu di KUA
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1974 Tentang
Per kawi n

Jatiroto, KUA Randuagung
Dinas Sosial Pemberdayai;
Perenpuan dan Perlindunga

Anak Lumajang  Serti
Pengadilan Agam;
Lumajang.

Jenis penelitian yan
digunakan penelitial
terdahulu yaitu nonative
empiris. Sedangka

pendekatanpenelitian yang
digunakan peneliti  yaity
hukum empiris.

I Nyoman
Suardana,
Wayan Martha
dan | Gusti Ayu
Ketut Artatik,
2021
APencega
Perkawinan Dini
Melalui
Instrumen
Hukum
Perkawinan
Kabupaten
Gi anyar o

Di

Sama samj
membahas
tentang
pencegahan
pernikahan
pada usig
anak dan
jenis
penelitian
yang
digunakan
hukum
empiris

Penelitian tedahulu terfokus
pada pencegahan pernikah
dini  melalui  instrumer
hukum perkawinan
sedangkan penelitian yar
penulis teliti memfokuskal
pada Implementasi Peraturi
Bupati dalam mencega
pernikahan pada usia anak.
Objek penelitian terdahul
yaitu di Desa Pejeng Keloc
Kabupaten Gianyat
Sedangkan objek penelitig
yang dilakukan peneliti d
KUA Jatiroto, KUA
Randuagung, Dinas Sosi:
Pemberdayaan Perempu
dan Perlindungan Ana
Lumajang dan Pengadile
Agama Lumajang.
Penelitian
menggunakan metoc
hukum  yuridis  empiris
Sedangkan penelitian ini
menggunakan  pendekati

terdahuli

penelitian hukum empiris
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B. Kajian Teori
1. Implementasi Kebijakan Publik
a. Pengertian Implementasi Kebijakan
Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari suatu
rencana yang dirauskan secara matang dan rinci. Implementasi juga
bisa diartikan sebagai peneragaMenurut Repley dan Franklin yang
dikutip oleh Rizki Dwi Prabowo dalam jurnalnya yaitu Implementasi
UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya
MewujudkanGood GovernancgKajian Tiga Badan Publik: Bapedda,
DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Serang), Implementasi adalah apa
yang terjadi setelah Undang Undang diberlakukan, yaemberikan
otoritas progam, kebijakan, manfaat atau suatu keluaran yang*hyata.
Implementai kebijakan publik dapat dipahami sebagai kegiatan
menyelesaikan atau melaksanakan suatu kebijakan publik yang telah
ditentukan atau disetujui serta menggunakan sarana (alat) untuk
memperoleh tujuan kebijakan. Dengan begitu, dalam proses kebijakan
publik, Implementasi kebijakan adalah tahapan praktis yang berbeda
dengan formulasi kebijakan yang dapat dianggap sebagai tahapan

teoritis3*

Muhammad | rfan Athoriq, @Al mplementasi Perat
Dalam Rangka Efektiftas Pemungutan Pajak Secara Online Di KabupaienDRer dang o ( Skr i
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 8

*Rizki Dwi Prabowo, Implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik
Dalam Upaya MewujudkaGood Governancéajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan
Dinas Pendidikan Kota ng,Jurnal Universitas Diponegoro, 12

3Tachjan Implementasi Kebijakan Publif@andung: Asosiasi lImu Politik Indonesia
/AIPI, 2006), 24
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Implementasi kebijakan menghubungkan tujuan kebijakan dan
pencapaiannya dengan hasil kegiatan pemerihtahini sesuai dngan
pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Haedar Akib
dalam jurnalnya yaitu Implementasi Kebijakan: Apa, Mengajzm
Bagaimana, tugas implementasi adalah menciptakan jaringan yang
memungkinkantercapainya tujuan kebijakan publik melalui kegn
istansi pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentgan.

b. Unsur Unsur
Terdapat tiga unsur Implementasi kebijakan antara lain:
1) Unsur Pelaksana
Pihak pihak yang terutama wajib melaksanakan kebijakan
publik adalah unit unit Administratif atauikrasi. Unit Birokrasi
ini  mendominasi Implementasi rencana dan kebijakanUnit
administrasi atau birokrasi ini berfungsi sebagai instrumen melalui
berbagai kegiatan administrasi yang terkait dengan proses kebijakan
publik. **
2) Progam
Progam tidak hanya mglaskan tujuan atau sasaran yang
ingin dicapai oleh Pemerintah, tetapi juga menjelaskan dengan rinci
pola Alokasi Sumber Daya yang dibutuhkan, kemudian menentukan
metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan menetapkan

standar yang harus dipatuhi.

%Haedar  Akib, Implementaskebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimardarnal
Administrasi PublikVVolume 1 No. 1 Tahug010, 2
%3 Tachjan,mplementasi Kebijakan Publik7
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Menurut Grindle yang dikutip oleh Tachjan dalam bukunya
Implementasi  Kebijakan  Publik, progam tersebut harus
menggambarkan:
a) keperluan yang dipengaruhi progam
b) Jenis manfaat yang dihasilkan
c) Tingkat perubahan yang diinginkan
d) Status pengambilan putusan
e) Siapayang mengimplementasikan progam
f)  Sumber daya yang digunakah.
3) Target Group
Target Groups adalah kelompok masyarakat yang jadi tujuan
dan dipercaya mendapat manfaat dari rencana, perubahan atau
perbaikan tersebdt,
c. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi
Menurut Edward Il yang dikutip oleh Muhammad Irfan
Athoriqg dalam skripsinya yaitu Implementasi Peraturan Bupati Nomor
20 Tahun 2018 Dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara
Online Di Kabupaten Deli Serang, faktor faktor yang memepengaruhi

implemenasi kebijakan adalah sebagai berikut:

3*Tachjan mplementasi Kebijakan Pub)iB1-33

*Rizki Dwi Prabowo, Implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik
Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, Dakad
Dinas Pendidikan Kota Semarang, 12
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1) Komunikasi
Komunikasi adalah instrumen kebijakan yang digunakan
untuk menyampaikanperintah dari pembuat kebijakan kepada
mereka yang diberi kekuasaan dan bertanggung jawab untuk
menjalankan kebijakaif.
2) Sumber Daya
Sumber Daya adalah penggerak dan penyelenggara.
Manusia ialah sumber daya yang paling penting untuk menentukan
keberhasilan proses Implementasi, sedangkan sumber daya adalah
hasil proses implentasi yang dipengaruhi oleh penggunaan sumber
daya manusia, biaydan waktd’
3) Disposisi
Perilaku Disposisi pelaksanaan, apabila para pelaksana
berperilaku baik karena mendapat suatu kebijakan, maka
cenderung melakukan dengan sungguh sungguh sesuai dengan
tujuan yang diharapkan. kebalikannya, jika pandangan dan perilak
para pelaksana berbeda dengan para pengambil keputusan, maka
tentu saja proses Implementasi Kebijakan akan menemui kesulitan.
4) Birokrasi
Birokrasi merupakan sumber untuk mengimplementasikan

kebijakan yang sudah ada atau para pelaksana tahu apa yag harus

¥Muhammad Irfan Athorig, Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018
Dalang Rangka Efektifitas Pemungutan Pajaka®a Online Dkabupaten Deli Serang, 13

30 mmi Pinayungan, Her i K intagh @eratucan Meatari | snai ni
Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,
Jurnal Administrasi Publikssn 2088527x Tahun 2018, 113
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dilaksanakan dan memilki keinginan untuk mengimplementasikan
kebijakan, kebijakan mungkin tidak bisa diimplentasikan atau
dicapai karena kelemahan sturuktur birokrasi dan adanya SOP
dalam runitas sehari hari dari Implementasi Kebija®an.
2. Pernikahan
Pernikalan merupakan sunnah untuk seluruh ciptagltah
termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Segadfuyang diciptakan

Allah berpasangasangn sama seperti halnya manu$iallah berfirman:

A gBolk

Artinyarfikami meciptakan segala sesuatu berp&q;msgngan untuk kamu
ingat (kebesaraAllah) &Qs.(AzZariyat Ayat 49)™

BerdasarkakKompilasi Hukum Islamnikahmenurut hukum islam
adalah akad yang sangat kuat, atdtsaqgan ghalidzamentaati perintah
Tuhandan melakukannyadalah ibadalSedangkan berdasarkbaimdang
UndangNomor 1 tahun 1974 pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin
antara seorang pria dan wanita yang menjadi suami istri dengan
menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan yamg

maha esi:

®J i mmi Pinayungan, Her i Kusmanto dan | snaini
Perhibungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,
e %Juhaya S. PradjaPerkawinan Perceraian Keluarga MusliBandung: Cv Pustaka,
201 14% Abdul Aziz abdur Rauf L¢Al-Hafidz, Al-Q u r 6Hafalan (Bandung: Cordoba016),
520.) “Tim RedaksiNuansa Aulia Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV Nuansa Aulia,
2017),73
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Dari uraian tersebut aka penulis dapat menyimpulkdahwa
definisi pernikahan adalah seja& hubungan antara seorang {ki dan
seorang perempuassebagai suami istri, dengan tujuan membentuk
keluargaharmonis, damai dan penuh kas#yang.

Salah satuujuanutama pernikahan adalah mewujudke@luarga
yangSakinah Mawaddah wa rahmahujuan pernikahn ini tertera dalam

surat AFRumayat 21.

Artinya :Aidan s al aih kekuashamnyacadalah dia meuakan
istrimu sendiri untukmu agar kamu bisa menjaganya dan bergaul
dengannya serta membangun cinta dan kasih sayang di antara
kalian. Sesungguhnya bagi orang yang berpikir, terdapat ada
tandat anda. o

Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan umatnya wkt
menikah karenalslam sangat menginginkan umatnya hidup damai,
sejahtera dan tentram. Selain itu, kehidug@akinah Mawaddah wa

rahmah hanya bisa dasakan dan dipenuhi oleh orang yang sudah

menikah*?

“?Rizem Aizid,Figih Keluarga TerlengkagYogyakarta: Laksana, 2018), 59
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3. Pernikahan PadaUsia Anak
a. Pengertian PernikahdadalUsia Anak

Definisi hukum tentang pernikahgradausia anaksampai saat
ini belum ditemukkanbahkanistilah yang digunakan berbedeatara
satu pihak dengan pihdkinnya Dalam berbagai tulisan, pernikahan
usia anak terkadang éisut sebagai perkawinanan perkawinan di
bawah umur ataupernikahan dinilstilah perkawinarpadausia anak
yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti istilah yang digunakan
oleh PeraturarBupati Lumajang Nomor 23 Tahun 20%0.

Pernikahanpadausia anak atau lazimaydisebutperkawinan
anak merupakankatan lahir batin antara seorang pria dan wanita
sebagai sami istri dalam rangka membangkaluarga, dimana calon
suami dan calon istri belum cukup umur dan belum memilki
kematangan jasmani, rohani dan psikis untuk bertanggwab atas
perkawinan tersebut atau keduanya belum memenuhs heia yang
ditentukanoleh Hukum Perkawinafi*

Dalam Figih Klasik pengertian nikahmuda disebutl-shaghir
atau alshaghirah Lawannya adalalkabir atau al-kabirah, bahkan
kitab kitab figih katemporermenyebutistilah alzawaj al mubakir

(nikah muda)Secara bahasshagir atau shagiralberarti kecil, namun

3| Ketut Sudantra dan | Gusti Ngurah Dharma Laksana, Di Balik Prevalensi Perkawinan
Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat, Jurnal IUS Kajian Hukum
Dan Keadilan Volume 7, Nomor 1 Tahun 2019, 60
“radhilah Ahmad Nahrawi, fiKebijakan Pemerint
Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak Studi TexhadPaeratuaran Bupati Kabupaten
Tanggerang Nomor 78 Tahun 2017 Dan Relevansinya Devigalahah Mursalab |, 15
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arti kecil di sini mengacu pada pria dan wanita yang belum baDigtn
karena itu, pernikahadini dalamkitab kuning/figih klasik merupakea
pernikaharaki-laki dan perempuan yang belum balig
Pengertianpernikahan dinisecara umum adalabkad yang
dilakukan antargpasangan yang masih relatif belum cukup utiau
belum mencapai batas usia yang sahk taikum Islam dan hukum
positif indonesia yaituUndangUndangPerkawinan Nomor 16 Tahun
2019 tentang perubahan at#sdang Undang Nomor 1 Tahun 1974.
b. Hukum PernikaharPadaUsia Anak
1) PernikaharPadalUsia Anak MenuruHukum Islam
Mengenai usia perkawinan, pada dasarnya tidakbatkes
umur yang mutlak untuk menikah dalamukum Islam Agama
tidak menetapkan batas usia minimal dan maksimal untuk
menikah dan dianggap memberikan keleluasaanuntuk umat
manusiamengurusnyaAl-Q u r dm@mberi isyaratbahwa orang
yang ngin menikah messiap dan majpu. Hal ini sesuai dengan

FirmanAllah Swt.dalam QS. AmNuur ayat 32°

&1 R
Artinya: MenikaHah dengan salah satari kamu yang hidup
sendirian, dan dengan orang yang layak untuk laki laki dan

perempuan. Jika meka miskin, Allah akan mampukan

“Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam
Dan Hukum Materi(Tanggerang Selatan: Yasmi,2018),13

“*Hasan Batomi, fiPernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawian
Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indongsiarnal YudisiaVolume 7, Nomor 2,
(2016), 361
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mereka dengan rahmaya. Allah maha kuasa dan maha
melihat.

Begitu jugaHadist RasulullahSAW yang menganjurkan

kepada orang mudatuk menikah jika mampu:

& e kg mva@%@@@,%%@m

Kami tahu dari Umar Bin Hafs Bin Ghiyas, yang
menceritakan dar | A 6, bedvgaybeliau berkatafitelah cerita
kepadaku darlUmarahdari Abdurahman Bin Yaziddia berkata:
ketika saya bersamllabi SAW dan para pemuda, kami tidak
menemukan orang lain d&asulullah SAWb er kat a kepada Kk
wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian sudah mampu
berumah tangga, maka menikahl&harena dengan menikah dapat
menundukkan pandangan dan menjaga kemalBarang siapa
yang tidak mampu maka berpuasal&arena ia dapat menahan
hawa nafsu. (HR.Bukhari)

Al-Qu r GexrtaHadistsecara tidak langsungenyatakan
bahwakedewasaan sangat pentpaya pernikaharUsia mayoritas
padaFigih ditentukan oleh tandayang bersifat fisik, yaitu tanda
tanda baligh secara umum diantaranysia 15 tahun untuk laki

laki, ihtilam bagi laki laki sertahaid pada perempuan minimal
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umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya standar baligh,
makatelah memungkinkanseorang melakukaperkawinan Oleh
karena itu, kedewasaan seorang dalatam sering disamakan
dengan baligh’

Paraulamaberbeda pendapadalam menentukan batas usia
seseorang yang dianggap telah dewddlama Sy af i dam y a h
Hambal menyatakanbahwa anak laki laki dan @empuan
dianggap dewasa pada usia 15 tahun. UlamManafiyah
menentukan usia seorang dianggap dewasa g8ittahun untuk
laki-laki dan 17 tahun untuk perempuasedangkan ulama dari
golonganimamiyahmenyatakan bahwdaki-laki dianggap balily
jika berumu 15 tahun darperempuan berumur 9 tahun.

Terdapatdua pendapat tentang seorang anak perempuan
berusia 9 tahunPertama |l mam Mal i k, danfmaam Syaf i 6
Abu Hanifah menyatakabhahwa anak perempuan berusia 9 tahun
memilki hukum yang sama dengan anak bex@ tahun, ehingga
dianggap belum dewasKedug dia dianggap telah baligh karena
dia memilki kesempatan untuk menstruasi, sehingga dia dapat
menikah meskipun dia tidak memilki hadkiyar untuk menikah

sebagai wanita dewa$?.

“"Hassan BastomiPernikahan Dini Dan Dampaknyz362
“8Hasan BastomiPernikaharDini Dan Dampaknya, -368. 2
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2) PernikaharPadaUsia AnakMenurut Undang Undang

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019,
perkawinan dibawah umur dikenakan pembatasan usia. Artinya,
laki laki dan perempuan yang belum mencapai usia yang
ditentukan tidak gherbolehkan menikah. Jika menikah di bawah
batas umur, baik laki laki maupun perempuan dapat dinyatakan
menikah di bawah umur darharus mendapat dispensasi dari
Pengadilarf®

Berdasarkan Peraturan Undadgdang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menafsin syarat yang harus dapat
dipenuhioleh calon mempelai sebelum menikah, menurut pasal 6
ayat 1 Undang Undang perkawinan: perkawinan harus berdasarkan
persetujuan kedua memepelai, pasal 6 ayat 2 UU Nomor 1 tahun
1974: untuk menikah seseorang yang belemuimur 21 (dua puluh
satu tahun) harus meminta izin kedua orang tLﬁ'Rnpasal 7 ayat 1
Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas
Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan
hanya diperbolehkan apabila pihak laki laki dan pgrean telah

mencapai usia 19 (sembiln belas ) tafun.

9 Nyoman Suardana, I Wayan Martha dan | Gu

Perkawinan Dini Mel al ui Il nstrumen Hukum Per kawi n:
*0Sherlin DarondosiiPerkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumaydurna

Vol. Il, No.4, 2014, 54
*lundang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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Undang Undang selanjutnya mengacu padadang
Undangperlindungan anak. Undang Undang Nomor 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak bertujuan untuk mencegah praktik
pernikahan dini di Indonesia. Pasalnienjelaskan, anak adalah
orang yang belum berumur delapan belas tahun, termasuk anak
yang belum lahir. Anak adalah generasi penerus bangsa, dan
mereka berhak untuk bebas deekerasan dan diskriminagalam
proses berlangsungnya hidup, dan berhak unarkembang dan
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Anak diharapkan melanjutkan cita cita bangsa dimasa dépan.

Undang Undangerlindungan anak menekankan peran dan
tanggung jawab orang tua dalam melindungi anak dari
diskriminasi, ekplotasi ekonomi, penelantaran, kekerasan seksual
atau penyalahgunaan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal
13 ayat (1) orang tua memilki tugas dan tanggung jawab untuk
membimbing, menjaganendidk dan mengayomi anak, termasuk
pencegahan perkawinanak, sebagaimana dinyatakan dalam pasal
26 ayat ayat (1). hak asuh orang tua dapat dicabut berdasarkan
pasal 30 undang undang perlindungan anak jika orang tua tidak

mampu memenuhi peran dan tanggung jawab méreka.

®2Catur Yunianto, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan, 14

*Atika Rahmi, Perkawinan UsisgAnak: Implikasi Hukum Dan Upaya Pencegahan
Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam, Jurnal: Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara)&ESN:28283910, 202
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c. Faktor Pernikahan pada Usia Anak
Pernikalan pada usia anaktelah lama dilakukan oleh
masyarakat indonesidgerutamadi masyarakat pedesaan yang jenjang
pendidikan, tingkat ekonomi, atau tradisi masyarakat setempat tidak
berkembang deyan baik. Ditemukan fakta bahwé#aktor yang
penyebab tgadinyapernikahan anaiidalah®
1) FaktorEkonomi
Bekerapa penelitian sebelumnya padé#ited Nations
Population Fund(UNFPA) 2012 danUni t ed Nati ons Chi
Funs (UNICEF) serta UNFPA 2018 telammenyatakanbahwa
kemiskinanadalahpendorongutama perkawinan anak kalangan
perempuan di negara berkembarRerkawinan anak seringkali
terjadi dalam konteks keinginan orang tua untokningkatkan
ekonomi keluargaBagi keluargayang berpenghasilan rendah
sebagian anak perempuan dipandang sebagai beban ekonomi dan
perkavinan dipandang sebagai solusi untuk keluar kizmiskinan
sesuai dat&SUSENAS2018 yang menunjukkan bahwa arddi
keluarga ekonomi bawah paling beresiko pada pernikaharranak.
2) FaktorPendidikan
Dari segi sosialalasan yang menyebabkparkawinan di

bawah umuryaitu rendahnyatingkat pendidikan.perilaku dan

>Budi Prasetyo, Perspektif Undang Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah
Umur, Jurnal limiah UNTAG Semarargol.06, No.1 2017, 138

*Gaib Hakiki, Asnita Ulfah , Maarif Ibnu Khoer DkiPencegahan Perkawinan Anak
Percepatan Yang Tidak Bisa Ditund&s
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persepsi masyarakat bahwa pernikahan di bawah umur
diperbolehkan,disebabkanmasyarakat tidak memahami dampak
buruk kesehatan dan peikgis yang dialami oleh mereka yang
merikah dini. Faktor yangmendesakorang tua menikahkan
anaknya di bawah umur atau sebelum waktunya karena tingkat
pendidikannya orang tua yang rendah.
Orang tua

Rendahnya pendidikan orang tua medrgtian berpikir
orang tua paah dan menerima, hal ifang membuat oranma
tidak mengetahuperubahan UndargndangNomor 1 tahun 1974
menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2029
Tradisidan Agama

Studi literatur mendapatkafaktor lain yang mendorong
terjadinya grnikahan anak yait0radisi serta Agama Beberapa
tradisi yang melamgendckan perkawinan anak masih terdapat
Indonesia sepertiMerariq Lombok dimana perempuan dilarikan
ke rumah laki laki untuk dikawinkan

Sebuah studi tentang dispensasi perkawinan dwtiigg/ah
menyatakan bahwa alasarutama permohonan giensasi
perkawnan yaitu disebabkan kecemasanang tua @érhadap anak

anak yang sudahpacaran atau bertunangastudi ini juga

*%Budi Prasetyo, Perspektif Undang Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah

Umur, 139

>'Beteq Sardi, Faktor Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya di Desa Mahak
Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malidaunal SosiatriSosiologi2016, 198
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menemukan bahwa salah satu alasan utdalam mengbulkan
permohonan dispensasi perkawinan adalah untuk menghindari
mudhara(kerugian atau batyg.>®
d. DampakPernikahan Pada Usia Anak
Pernikahan pada usia ansdétidaknya mempunyai dua dampak.
Dampak pertama adalah positif dan dampak kedua adalah negatif.
Ditinjau dari dampak positif, pernikahapada usia anak memilki
dampak utama untuk mencegalaksiat atau zina. Sebaiknya, jika
pasangan muda sudah berpacaran atau sudah saling mencintai, jangan
menunda lagi untuk menikah. Karena bisa saja terjadi hubungan suami
istri, meski masih pacaran. Atau disebut denlymried By Accident
(MBA) atau hamil duar nikah.Hal ini nanti akan berakibat status
hukum pada anak dalam agama Islam dia tidak bisa dinisbatkan kepada
ayahnya. Dampak positif selanjutnya adalah jika ada anggota keluarga
yang menikah, tentu beban orang tua akan berkurang. Karena setelah
menkah, tanggung jawab tidak lagi berada di tangan orany tua.
Sedangkan dampak negaying timbul dari pernikahan pada

usia analantara lain:

*8Gaib Hakiki, Asnita Ulfah , Maarif Ibnu Khoer DkiPencegahan Perkawinan Anak
Percepatan Yang Tidak Bisa Ditundéb

Henry Arianto, fAPeran Orang Tua Dadxam Upaya
JurnalicaVolume 16 No.1 (Tahun 2019): 41
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1) Pendidikanyang Terhambat
Usia minimum untuk menikah adald 9 tahun bagi pria dan
wanita. Jadi, jika seseorang nieah di bawah umur, mereka
mengkin hanya lulus SMP atau SMA.
2) KDRT
Di usia yang begitu muda, tingkat emosi umumnya masih
sangat tinggi. Oleh karena itu, jika ada beda pendapat cara mengatur
rumah tagga mereka, jadi sangat memungkinkgsangan muda
mengaami kekerasan dalam rumah tangga.

3) TekanarSosial

Remaja yang menikah pada usia anak juga merasakan beban,
baik dari keluarga terdekat maupun kerabat hingga masyarkat.
Remaja Laki laki akan diminta untuk menjadi kepala rumah tangga
dan menafkahi keluargameskipun usia relatif masih muda. Pada
waktu yang sama, perempuan juga dituntut untuk mampu
membesarkan dan mengurus anak dan keluarga, meskipun secara
psikologis mereka belum sepenuhnya siap untuk memikul tanggung
jawab yang begitu besaf.

Selain dampalpositif dan negatif, banyak juga dampging

timbul dari pernikahan pada usia anAktara lain:

%0 Henry Arianto, Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, 41
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1) Dampakkesehatan

2)

Secara kesehatapasangan muda yang menikah pada usia
anak beresiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti
kanker serviks dan trawampada organ intim. Dengan kata lain,
rahim anakmuda cederung tidak bisa mencegah calon pagg
seharusnya bertahan didalam kandungan selama kurang dari 9
bulan. Jika memaksa dapat menyebabkan persalinan prematur
sebelum usia 38 minggu, pecahnya ketudeeguguran, anemia
(kekurangan zat besKecuali memilki kecenderungan yang tinggi
untuk melahirkan anak yang Stunting, resiko kesehatan ibu dan
bayi lebih tinggi sama halnya dengan tekanan darah tinggi, dan
sesuatu yang mungkin terjadi buruk kematianjdam pendarahan
waktu melahirkan terjadi karena otot rahim yang terlalu lemah
menyebabkan pendar relatif lebih sulit berhenfi*

Dampak psikologis

Dari Segi psikologis, banyak arg yang khawatir
pernikahan pada usia anakan mempengaruhi studinyaan
rentan bercerai karena konflik yang disebabkan oleh kurangnya
kesiapan mental pasangan yang belum dewasa. Kecemasan
menghadapi masalah keluarga dapat membuat pasangan muda

mengalami goncangan jiwa, berujung pada stres dan depresi, dan

Dini
23

®lra IndrianingsinFi t ri Nurafifah, Misnawati Dkk,

Dan Upaya Penc edyradh\dana D2sa/0l2é&e.la(Tabhun A02Q): 22 a 0 ,

iANa
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jika tidak ditargani dengan baik, dapat menyebakan goncangan
jiwa yang lebih buruk bahkarisa jadi gila®
e. PenegaharPernikahan Pada Usia Anak
Pencegahan perkawinan dapat diartikan sebagai upaya
mencegah terjadinya perkawinaRencegahan pernikahan dilakukan
sebelum perikahan dilangsungkan.Pasal 13 Undang Undang
Perkawinanmengatur bahwa jikpihak tidak memenuh syaat syarat
perkawinan, pernikahan bisicegah®
Peraturan Bupatini terdiri dari 12 bab dan 18 pasal yang
memuat berbagai hal terkait pencegahan perlawanak, pada bab |
membahas mengenai ketentuan umum, bab Il membahas tujuan dan bab
Il membahas mengenai strategi pencegahan peraturan terkait perda ini
di bahas pada pasal 3, pada pasal IV membahas mengenai bimbingan
dan pengawasan perkawinan pada asik peraturan ini di bahas pada
pasal 4 sampai 7, babMembahas mengenai rekomendasi perkawinan
pada usia anak, pada bab VI membahas mengenai peran dari lembaga
pemerintah, bab VIl membahas tetang peran orang tua, pada bab VIl
Membahas tentang peran tseranak, bab IX membahas tentang

keterlibatan masyarakat, bab X membahas tentang penguatan

El prida Riyanny Syalis Dan Nunung Nurwatii,
Terhadap PsikologiR e ma juanal Pekerjaan Sosiafol.3 No.1 (Tahun 2020), 33

®3jamaluddin dan Nanda AmaliBuku Ajar Hukum PerkawinafUnimal Press, 2016),
56-57
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kelembagaan, bab XI membahas mengenai pembiayaan, dan bab XiIl
yang terahir yaitu penutuf’

Pencegahan perkawinan pada usia anak yangnalksud
Peraturan BupatiumgangNomor 23 Tahun 2028dalah upaya dalam
bentuk kebijakan, progam, kegiatan, aksi sosial dan lain lain oleh
Pemerintah Kabupaten Lumajanmasyarakat, orang tua, anak dan
seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah perkawinan anak di

Kabupaten Lumajang

® peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan
Pada Usia AnakHttps://Peraturan.Bpk.Go.ld/Home/Details/145816/PerkKap-LumajangNo-
23-Tahunr2020



https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/145816/perbup-kab-lumajang-no-23-tahun-2020
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/145816/perbup-kab-lumajang-no-23-tahun-2020

BAB llI
METODE PENELITIAN
A. PendekatanDan Jenis Penelitian

Penelitianini menggunakan pendekatahukum empiris atau istilah
lain sering disebut penelitian hukum sosiologis atau juga penelitian lapangan.
Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini dihvdg@ngan data primer atau
dasar, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber
pertama melalui penelitian lapand&n.

Jenis Penelitiami tergolong penelitiakualitatif, yaitu penelitian yang
fokus mengikuti pengamatan secara mendatanmadapobjek penelitian,
sehingga hasil penelitian kualitatif dapat menghasilkan suatu kajian yang lebih
komprehensif terhadap suatu fenomé&ha.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi fokus penelitian yang hkmtilakukan
untuk mendapatkanalil penelitiankualitatif yang tepat dan lengkap, maka
yang dipilih satu lokasi penelitian untuk penelitian kualitatif°ftokasi yang
dipilih penelitian yaitu di kabupaten lumajang khususnya di KUA Kecamatan
Jatiroto, KUA Kecamatan Randuagung, Dinas i&ps Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang dan Pengadilana Agama

Lumajang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena untuk bimbingan dan

% Jonaedi Efendi Dan Johnny lbrahiMetode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris
(Depck: Prenanada Media Group, 2016), 151
“Fitria WidianiMet®le Penéliiad &ualixfifk , ( fiogyakarta: Za
Publishing, 2021), 40
®’Rukin, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revis{Surabaya: Cv. Jakad Media
Publishing, 2021), 66
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pengawasan perkawinan pada usia anak, dalam Perbup Lumajang Nomor 23
Tahun 2020 dilakukan oleh instamsisebut.
. SubyekPenelitian
Subyek penelitian penelitian kualitatif adalah orang dalardi
lingkungan penelitian sebagai sumber informasi. Subyek penelitian diartikan
sebagai orang yang digunakan untakemberikan informasimengenai
keadaadi lingkungan pealitian ®®
Teknik yang digunakan untuk menentukan subyek penelitian yaitu,
purposive sampling Sugiono menyatakanPurposive Samplingnerupakan
teknik pengambilan sampel sumber data dengan tujuan atau pertimbangan
sudah pasti, seperti orang yang dianggap ge&mnui harapan kita, untuk
memudahkan peneliti menelusuri objek penelitian atau situasi 8bsial.
Menurut sumbernya penelitian hukum empmsnggunakan dua jenis
data, primer dan sekunder.
1. Data primer
Data primer adalah data yang peneliti perolangbug dari
lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara terhadap
pihak pihak yang terkait mengenai Implementasi Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencagahan Pekawinan Pada
Usia Anak. Pihak pihak tersebut diantaranya, Kepalantr Uraan
Agama Kecamatan Jatiroto, Kepd{@camatan Randuagungegawaidi

Dinas SosiglPemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Aveakira

%8 RahmadiPengatar Metode PenelitiaffBanjarmasin: Antasari Press, 2011), 62
®¥Bachtiar,Metode Penelitian HukunfTanggerang Selatan: Unpam Press, 2018), 158
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muda permohonarPanitra Muda Hukurdi Pengadilan Agama Lumajang
sertalembaga yang berwenang yabhgrsangkuwin dengan pencegahan
pernikahan pada usia anak.
2. Data sekunder
Data sekunder dalah data yang peneliti terimaecara tidak
langsung dari obyeknya, tapi melalui sumber lain, termasuk lisan dan
tertulis. Seperti buku, jurnal, surat kabar, dokuméngdangUndang dan
peraturaryang berkaitan dengan pencegahan pernikahan pada usi anak
D. Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian dasarnyperoleh melalui suatu proses yang disebut
mengumpulkan dat&Silalahi mengartikan pengumpulan data sendiri sebagai
metode mempereh data dengan mggunakan teknik teknik yang
ditentukan’ Teknik yang digunakan penelitian ini ialah:
1. Wawancara
Wawancara adalakeknik pengumpulan data dengan mengajukan
beberapa pertanyaan kepada orang yang diwawancarai secareekadn.
wawancara jug bisa diartikan sebagai metode memperoleh data melalui
wawancara tatap muka langsung dengan responden atau informan yang
menjadi subjek penelitian.
Penelitian ini  maggunakan wawancara terstruktur, yaitu

wawancara yang dilakukan dengan memgkailoman waancara (bahan

"®Bachtiar,Metode Penelitian Hukupi37
"Bachtiar Metode Penelitian Hukum 37
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pertanyaan) yang telah disiapkan sebelunffy&awancara ini bertugn
untuk mengetahui tentarRelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor
23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkatata dengan mendapatkan
informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang ada pada
subjek/responden atau tempat subjek yang diselidiki atau tempat responden
melakukan kegiatan sehdrari. Dokumen bisa juga berupa teks atau
gambar.

Dokumentasi yag dibutuhkan peneliti melalui: catatan lapangan,
berkas yang berkaitan dengan ddeéncegahan Pernikahan Pada Usia Anak
dan dokumentasi yang berbentuk gambar yang membantu penelitian.

E. Analisis Data
Analisis dataadalah tahap yang tidak kalah penting dalproses
penelitian. Dikatakan sangat penting karena pertanyaan penelitian akan
terjawab tahap inf® dalam penelitian ini peneliti menggunakanalisis data
secara interaktif menurpandangan Miles daduberman yang meliputi:
1. ReduksiData

Data yang didapali lapangan ditulis dengan cermat dan rinci serta

dilakukan reduksi data untuk menghindari penumpukan data yaitu dengan

meringkas, menentukan poin poin penting, memfokuskan pada hal yang

"?Rahmadi, Pengantar Metodologirfditian, 75
"3 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, 163
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pokok, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas untuk pengumpulan
data berikutnyd?
2. PenyajiarData
PenyajianDataadalah cara menyusun informasi yang tertata dalam
upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk
display (penampilan) data kualitatif umumnya dalam bentuk teks nZratif.
Mengenai penyajian datdalam penelitian ini adalah secara naratif yang
berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi peraturan bupati
Lumajang nomor 23 tahun 2020 terkait pencegahan pernikahan pada usia
anak.
3. PenarikarKesimpulan
Menarikankesimpulan dan pemeriksaan nggadalah tahap terakhir.
Kesimpulan awalnya diutarakan masih mempunyai sifat sementara dan
beralih apabila mendapatkan bukti bukti yang kuat untuk membantu tahap
mengumpulkan dataselanjutnya.Namun, bila kesimpulan dari data yang
disajikan sebelumnya didukg oleh bukti yang valid dan sesuai dilapangan,
maka kesimpulan yang diutarakan beffar.
F. Keabsahan Data
Keabsahan data adalah aktivitas terakhir dalam penektiattatif,

tetapi bukan berarti peneliti tidak kembali kelapanggmabila membutuhkan

4 Matthew B. Miles Dan Michael HubermaAnalisis Data Kualitatif: Buku Sumber
Tentang Metode Metode Bafiakarta: Ul Press, 1992), 4

*samsuMetode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatfuantitatif, Mixed
Methods, Serta Research & Deveplom@ambi: Pusak, 2017), 106

Amir HamzahMetode Penelitian &Pengembangan Research & Develop(ivalang:
CV Literasi Nusantara Abadi, 2019)90-191
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data aru untuk memperkuat temuan, peneliti dapat kembali mengumpulkan
data yang diperlukarKeabsahan data yanggdnakan dalam penelitian ini
adalah triangulasiTriangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menguii
reabilitas data (memeriksa keabsahan datajtuk menguji maupun
membandingkan data dan menggunakan sesuatu yang diluar data.Teknik
triangulasi yang digunakan peneliti ada dua yakni triangulasi dengan sumber
dan triangulasi metode.

Triangulasi dengan sumbesama halnya dengan memadukdan
mencocokln kembali tingkatan kepercayaan informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat berbeda dalam metode kualitatif. Sedangkan kongejukaisi
menggunakan metodéebeda mengimplikasikarpola pengumpulan dat
(wawartara) dengan pola yang bedaf

G. Tahap Tahap Penelitian

Tahap penelitian adalah gambaran konsep pelaksanaan penelitian yang
hendak peneliti lakukan untuk menyelesaikan proses penelitian. Tahap tahap
penelitian meliputi:

1. Tahap Sebelum Penelitigilakukan
a. Menyusun rancangan penelitian
b. Mengumpulkarbahan pustaka
c. Menentukan lokasi penelitian
d. Mengurus surat izin perizinan

e. Penjajakan dan survei lokasi

""Amir HamzahMetode Penelitian & PengembangaesRarch Dandeveplomert10
"8samsuMetode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed
Methods, Serta Research &Deveplomeh®l.
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f.  Memilih narasumber atau informan
g. Melaksanakan seminar proposal
h. Menyiapkan peralatan penelitian
2. Tahap penelitian lapangan
a. Memahami latar belakang penelitia
b. Mendatangi lokasi penelitian
c. Mengumpulkan data penelitian terkait dengan penelitian
d. Menganalis data
e. Interpretasi data berdasarkan hasil analisa
f.  Menyimpulkan hasil interpretasi data
3. Tahap sesudah penelitian
a. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing

b. Menyusun hasil laporan penelitian



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Objek Penelitian
1. Pernikahan Pada Usia Anakdi Kabupaten Lumajang
Dalam catatan Pemerintah Kabupaten Lumajang jumlah kasus
pernikahan pada usia anak setelah hampir tiga t&amdemi Cowd 19
berlangsungnengalami penurunan. Kasus pernikahan pada usia anak bisa
dilihat dari data dispensasi pernikahaPdngadilan Agama
Sebagai berikutatanya:
Tabel 4.1

Perkara Diterima Dispensasi Nikah di
Pengadilan Agama Lumajang

No BULAN 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 5
1 |JANUARI 34 116 97 86
2 |FEBRUARI 10 80 112 70
3 |MARET 13 94 98 77
4 |APRIL 12 42 51 36
5 |MEI 8 22 55 72
6 |JUNI 6 74 126 141
7 |JuLl 37 129 59 47
8 |AGUSTUS 15 86 33 54
9 |SEPTEMBER 7 103 53 77
10 |OKTOBER 20 119 117 94
11 |NOVEMBER 110 111 71 54
12 | DESEMBER 63 69 31 48

JUMLAH 335 1045 903 856

Sumber: Pengadilan Agama Lumaj&t3
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Berdasarkardari data tersebyperkara yang di terima dispensasi
nikah di Pengadilan Agama Lumajangada tahun 2019 terdapat 335
perkara,tahun 220 terdapat 1045 perkara, tahun 2021 terdapat 903
perkara dan tahun 2022 terdapat 856 perkdangadilan Agama
Lumajang memiliki presentase kasus dispensasi nikah tertinggi pada tahun
2020 yaitu 1045 permohonarHakim Pengadilan Agama Lumajang
MengatakanDilihat dari grafikjumlah pernikahan di Lumajanmemang
menurun namun jumlah pernikahan pada usia amesihcukup tinggi’®

Penelitaian ini dilakukan di empat instansi yaitu, KUA Kecamatan
Jatiroto, KUA Kecamatan Randuagung, Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengadilan Agama Lumajang.
Dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang
pencegahan pernikahan pada uisa adakjk bimbingan dan pengawasan
pernikahan pada usia andikakukan dilnstansi tersebut

B. Penyajian Data
1. Faktor yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Lumajang

Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia
Anak

Dalam Peraturan Undafigndang Indonesia yang mengatur tentang

perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang Undsogior 1

Tahun 1974, Aper kawi nan adal ah i katan
“AKompas. Comd, 856 Dispensasi Nikah Anak di
tetapi masih 5 besar di Jatim, januari 19,2023,

https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/2009548 #8ig8pénsashikah-anakdi-
lumajangpada2022turuntetaptmasiiks5-besar?amp=1&page=2



https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/200954878/856-dispensasi-nikah-anak-di-lumajang-pada-2022-turun-tetapi-masih-5-besar?amp=1&page=2
https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/200954878/856-dispensasi-nikah-anak-di-lumajang-pada-2022-turun-tetapi-masih-5-besar?amp=1&page=2
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tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal smnkin ketuhanan
yang maha esao.

Untuk perkawinan tentunya mereka yang telah mencapai batas usia
sebagaimana diatur datgpasal 7 ayat 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974
menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki laki dan 16 tahun
untuk perempuan. Peraturan tersebut dengan jelas mengatur bahwa jika
mempelai laki laki berusia di bawah 19 tahun atau perempuan di bawah
usia 16 tahun, maka di sebut Aper kawi n:
pembahasan yang intensif, akhirnya revisi terbatas UU No. 1 Tahun 1974
tentang batasan usia pernikahan disahkan menjadi Undang Undang
berdasarkan kewenangan putusan Mahkamah Konstitudlomor
22/PUUXV/2017 tertangal 13 Desember 2018.

Dalam musyawarah tersebut, akhirnya disetujui bahwa batas usia
laki laki dan perempuan adalah 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan
yang sah. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayatRetkdwinan,
disdb ut k an Hak ek daki maupun perempuan boleh menikah
apabila telah mencapai umur sembi |l an
tidak berlaku lagi bagi wanita yang telah mencapai usia 16 f8hun.

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapaddait
institusi terkait yaitu, terkait latar belakang lahirnya Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang pencegahan pernikahan pada

usia anak, implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020

®Supri Yadin Hasibuan, Ahma ch Hikam Petkawinshan Fi r d e
Tentang Batas Mini mal Usi a TPRaunurmakSyaiah DBran Kons e
Hukuml, No. 02 (2019): 7987, Https://Doi.Org/10.35961/Teraju.V1i02.88.
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tentang pencegahan pernikahan pada wnak dan faktor pendukung,
Penghambat Pelakaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun
2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak. Ada tiga latar
belakang pembentukan Perbub Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan
Pernikahan Pada Usia Anak, aatéain:

a. Latar Belakang Filosofis

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan
atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,
segala kegiatan yang menjaga dan melindungi anak dan hak haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang derpéxtisipasi secara baik
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari
kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi
manusia dan wajib dijamin, dilindungi dan diwujudkan oleh orang tua,
keluarga, masyarkategara, pemerintah dan pemerintah daétah.

Hak dasar anak dapat dibagi menjadi empat kategori yakni:
pertama,hak hidup ini berlaku sejak anak masih dalam kandungan,
termasuk hak untuk hidup seperti pemberian nutrisi dan stimulasi
selama anak masih dalamhim, periksa kandungan, dan Kém.

Kedug hak tumbuh kembang dalam kehidupan anak, anak harus
diberikan kesempatan yang terbaik untuk tumbuh dan berkembang,
seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, apabila sakit

diobati atau dibawa ke dtde, diberi ASI, di vaksinasi dan dibawa ke

8% U n d aUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uridamglang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganaAn, o UU Perlindungan Anak
Https://Peraturan.Bpk.Go.ld/Home/Details/38723/Mor 35 Tahur2014.
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posyandu. Selain itu, perhatikan perkembangan psikologis, misalnya
memberikan rasa aman dan nyaman, menciptakan lingkungan yang
kondusif, menjauhkan anak dari hal hal yang berbahaya, dan
menjauhkan anak dari kamwmsi makanan yang berbahaya bagi
perkembanganny&etiga, hak berpartisipasi di sini berarti anak harus
dilindungi dari keadaan darurat, dari penerapan perlindungan hukum
dan dari segala sesuatu yang menyangkut masa depan mereka.
Keempathak perlindungananak memiliki hak atas perlindungan dan
untuk memutuskan pilihan bagi kehidupan mereka sendiri. Anak dalam
keluarga harus dibiasakan untuk berbicara, supaya anak mempunyai
hak suara dan mulai berani memutuskan apa yang mereka inffinkan.
Latar Belakang Soslogis

Latar belakang sosiologis sebagai pemicu terbentuknya
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan
pernikahan pada usia anak, masih banyak yang melakukan dispensasi
nikah di Pengadilan Agama Lumajang. Menurut data perkara yang
diterima dispensasi nikah di Pengadilan Lumajang mengalami
kenaikanbahkan penurunasetiap tahunnya yaitu, 335 kasus pada
tahun 2019, 1.045 kasus pada tahun 2020, 903 kasus pada tahun 2021

dan 856 kasus pada tahun 20RP2da tahun 2020 terjadi peningkatan

2 Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, And
Anak Dalam Upaya Peni rPpkiding PenclitlreBamj a ht er a s

Hak-H a k
Pengabdian

Kepada Masyarakat 2, No. 1 (2015): 4860,

Https://Doi.Org/1024198/Jppm.V2i1.13235.
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yang sangat signifikan yaitu terdapat 1045 permoh8h&ama halnya
dikatakan oleh ibu mira, yaitu:
flAngka pernikahan pada usia anak masih tergolong tinggi di
lumajang, dan yang kita ketahui masih banyak permohonan
dispensasi yang didaftankali pengadilamgama lumajari*
Permasalahan pasangan suami istri akibat menikah pada usia
anak selain dapat menyebabkan kematian Matérnal Mortality),
dan kekerasan rumah tanggsb(se And Violengeresiko kesehatan
yang dihadapi ibu muda sama tingginya dengaayi byang
dikandungnya. lbu muda yang berumur -1 tahun beresiko
meninggal dalam proses persalinan 5 kali lipat dari wanita dewasa.
Persalinan yang berakhir dengan kematian merupakan faktor penyebab
utama kematian ibu muda yang menikah pada usia anak.
Dari segi kesehatan, pernikahan pada usia anak Selain berdampak
pada kematian ibu, tingginya kematian bayi serta buruknya kesehatan
ibu dan anak. Berdasarkan ilmu kesehatan, usié352@ahun
merupakan kelompok usia dengan resiko melahirkan anak paling
rendah artinya mereka yang berusia dibawah 20 tahun dan diatas 35
tahun beresiko tinggi. Ibu hamil berusia 20 tahun ke bawah sering
melahirkan secara prematur dan beresiko tinggi mengalami cacat

bawaan, fisik maupun mental, buta dan tuli.

8 Arsip Data Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Lumajang Tahu2@2A.9

8 Mira, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 20 Februari 2023

®| ndanah. Umi Faridah Et Al., HfAFaktor Yang
Jurnal llmu Keperawaitn Dan Kebidanari1, No. 2 (2020): 28284.
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c. Latar Belakang Yuris
Secara yuridi, peraturan Bupati ini dilataelakangi oleh
beberapa Peraturan Undang Undang terkait pernikahan anak, dan
banyak peraturan yang terkait antara lain menegenai usia pernikahan
anak dan masalah pernikahan. Diantara peraturan yang telatuéiben
sebelumnya adalah UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.
1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang
perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan
Undang Undang lain yang berkaitan satu sama lain@ieh karena
itu, secara yuridis upaya pemerintah Kabupaten Lumajang untuk
mencegah pernikahan pada usia anak didasarkan pada pertimbangan
yang matang dari semua aspek yang diperoleh dalam Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan
Anak
2. Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020
Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak
Bupati Lumajangyaitu, Bapak Thoriqul Haqg telah menetapkan
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan
Pernikahan Anak, pada tagey 29 April 2020. Pencegahan pernikahan
pada usia anak merupakan upaya dalam bentuk kebijakan, progam,

kegiatan, aksi sosial, dan lain lain oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang,
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masyarakat, orang tua, anak dan seluruh pemangku kepentingan untuk
mencegah paikahan pada usia anak di Kabupaten Lumajang.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis melakukan permintaan
data dan wawancara ke beberapa instansi yang mendukung upaya
pencegahan pernikahan pada usia anak, yaitu:

a. Kantor Urusan Agama
1) Kantor Urusan Agana KecamatarJatiroto
Wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA

Kecamatan Jatiroto Yaitu Bapak Hamim Thohari pada tanggal 7

Maret 2023. Upaya yang telah dilakukan KUA sebagai pencatat

perkawinan, sesuai dengan tugasnya dalam pasal 1 ayat 2 PMA

No. 20 Tahm 2019 tentang pencatatan perkawinan, dalam

kaitannya dengan Peraturan Bupati Lumajang No. 23 Tahun 2020

Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Bapak Hamim Thohari

menjelaskan bahwa dirinya mengetahui peraturan Bupati tersebut,

namun tidak mengetahui secaranmdalam tentang isi peraturan

Bupati tersebut, dan mengungkapkan bahwa KUA Jatiroto memilki

dua upaya dalam pencegahan pernikahan pada usia anak yaitu,

penyuluhan dan penolakan. Berikut penjelasan Bapak Kepala Kua

Jatiroto:

fSaya mengetahui adanya PeratuBupati tersebut, namun
kurang mengetahui secara mendalam tentang isi Peraturan

Bupati tersebut, dan upaya yang telah dilakukan oleh KUA
Jatiroto dalam mencegah pernikahan pada usia anak ada

8 peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020



59

dua yaitu, penyuluhan dan penolakan. Yang pertama
sosialisasi éntang UUD No.16 Tahun 2019 tentang
perubahan atas UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
konseling membangun pernikahan yang kokolpada
majelis taklim oleh penyuluh bidang keluarga Sakinah,
selanjutnya pembinaan remaja usia sekolah di tingkat SMA
yang nelingkupi kecamatan Jatiroto. Upaya kedua yaitu
penolakan, jika calon mempelai belum berusia 19 tahun
pada saat pendaftaran, pihak KUA Jatiroto menolak, tetapi
ketika mereka mengajukan dispensasi kawin dan telah
diputus oleh Pengadilan Agama, maka pihakAKblarus
melaksanakan putusan tersebut

Selain itu,Bapak Hamim Thohajuga mengatakan:

Adi si ni ada beberapa kasus
kalau memang kurang dari satu tahun biasanya mereka kita
sarankan untuk menunggu sampai pada usia yang sudah
ditenfukano.

Berdasarkan pernyataan tersebut dikatakan bahwa, kepala

KUA jatiroto mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut akan
tetapi tidak mengetahui secara rinci mengenai isinya. Selanjutnya
upaya yang telah dilakukan KUA jatiroto dalam mencegah
pernikahan pada usia anak adalah penyuluhan dan penolakan. KUA
jatiroto menyarankan untuk menungdggepada calon pengantin
yangusianyakurang dari satu tahumntuk memenuhi persyaratan

pernikahan.

Sesuai prosedur layanan nikah, KUA mengeluarkan

formulir perolakan nikah (model N7). Suraini menjelaskan
bahwaanak yang belum mencapaatas usia minimajang telah

ditentukan tidak boleh menikah.

8 Hamim Thohari, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang, 07 Maret 2023

ter |



60

Kepala Kantor Urusan Agama Jatirotpga berpendapat

bahwa:
fiDengan adanya Peraturan Bupati Lumajang Nomor
23tahun P20 ini sudah sangat bagus dalam melakukan
pencegahan pernikahan pada usia anak di wilayah
kabupaten lurajang.

Jadi sesuai dengan pernyataan dari kepala KUA Jatiroto
adanyaPeraturan Bupatiumajang nomor 23tahun 2020 tentang
pencegahan pernikahan padesia anak sudah bagus dalam
mencegah pernikahan anak.

2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung
Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abd.Rahman,
selaku Kepala KUA Randuagung menjelaskan terkait Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perizaga
Pernikahan Pada Usia Anak.
saya kurang mengetahui adameraturarBupati tersebut,
namun jika seorang mendaftarkan nikah, kami tetap
mengikuti aturan, salah satu syarat nikah menurut Undang
Undang No0.16 Tahun 2019 tentang perubahan UUD No.1
Tahun 1974dijelaskan dalam pasal 7 bahwa, perkawinan
diperbolehkan apabila telah berumur 19 tahun baik calon
laki laki maupun perempudh
Saat sesi wawancara, bapak abd.rahjuga mengaakan:
Ak ami tidak berani meni kahkan
memenuhi persyarataminimal usia menikah, usia di

bawah 19 tahun yang akan melangsungkan pernikahan
harus mendapatkan penet®apan dar

8 Abd. Rahman, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang, 28 Februari 2023
8 Abd.Rahman, Diwawancaraléh Penulis, Lumajang 28 Februari 2023
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Jadi, menurut penjelasan dari Bapak Abd.Rahman,
prosedur nikah di KUA Randuagung sudah sesuai dengan
Undang Undang daapabila ada yang daftar nikah sebelum usia
19 tahun maka wajib mengurus dispensasi di Pengadilan Agama.

Kantor urusan agama (KUA) berperan dalam kasus
pernikahan pada usia anak sekaligus meminimalisir terjadinya
kasus tersebdf. Upaya KUA Randuagung dalarmencegah
pernikahan pada usia anak yaitu sosialisasi dan penolakan
permohonan kehendak nikah. Sama halnya dengan yang
dikatakan oleh Bapak Abd.Rahman, yaitu:

fupaya yang kita lakukan dalam mencegah pernikahan
anak ada dua mbak, yang pertama memberikaalsasi

ke masyarakat di setiap acara, seperti pengajian melalui
penyuluhan tentang dampadari pernikahan pada usia
anak dan konseling manajemen konflik rumah tangga,
sudah dikasih tau tapi kesadaran masyarakat Randuangung
mengenai hal ini rendah, tidaksh harus sejalan ada
himbauan dan tindakan. Yang kedua adalah penolakan
terhadap anak di bawah umur. Kita akan memeriksa
seluruh berkas, jika persyaratan umur tidak terpenuhi,
maka kita akan membuatkan surat penolakan nikah. Selain
itu, surat penolakan djukan ke Pengadilan Agama
sebagai syarat permohonan dispensasi nikah yang hasilnya
nanti berupa penetapan yang dasar huig@madalah Al

Qur oan dadn Hadi st

Berdasarkan pernyataan tersebulalam mencegah
pernikahan pada usia andk KUA Randuagungadald dengan

sosialisasi ke masyarakat dan penolaki&ah

“Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, And Thahir
(KUA) Dalam Mendhadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA
Kecamat an Somba Op Jdurnéldimiahpahasswa Halauny Edluarga Islédn
No. 3 (2022): 67B686.

1 Abd.Rahman, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 28 Februari 2023

Mal o
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b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Lumajang

Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
mempunyai tugas menjalankan urusan pemerintah yang merupakan
kewenangan a@krah dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan andk.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu sub bagian
umum dan kepegawaian yaitu Ibu Mira, untuk mengetahui pencegahan
pernikahan pada usia anak. Berikut pernyataan Ibu Mira:

Upaya dari dinas sendiri untuk menangani pencegahan
pernikahan pada usia anak setelah terbentuknya peraturan
Bupati yaitu Pertama melaksanakan kebijakan pemerintah
daerah dengan melakukan pembatasan yang dasarnya dari
Undang Undang Dasar untuk melakukannposi sosialisasi.
Kedua pemerintah melarang pernikahan pada usia anak karena
ada sebab akibapernikahan pada usia anak menyebabkan
kekerasan dalam rumahnggga dan menyebabkan berbagai
masalah kesehatan.akibatnya ketika seorang anak belum
cukup umur a&n lebih rentan mengalami kekerasan baik
secara fisik, psikologis bahkan ketika di usia yang masih
belum siap mentalnya, secara fisik anak jaman sekarang sudah
siap tetapi ketika secara fisik sudah siap dan tidak diimbangi
dengan ilmuan nanti akan cendegurierjadi kekerasan
Kurangnya pemahaman tentang resiko kesehatan yang terjadi
akibat menikah pada usia anak seperti tingginya angka
kematian ibu pasca melahirk&h

Jadi, upaydINSOS P3A Lumajang sendiri dalam menangani

pencegahan pernikahan pada usiakaryaitu melakukan promosi

92 Peraturan Bupati majang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

% mira, diwawancara oleh penulis,lumajang, 20 februari 2023.
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sosialisai dan melarang pernikahan padaiaisnak karena ada sebab

akibatnya.
Saatsesi wawancara, bu mipaga mengatakan:
AYang di harapkan atau menj adi
peraturan Bupati ini yaitu menekan angka perkawianaak,
menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan menjamin
terpenuhinya®hak ahak anakbo.
Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun
2020 belum terlaksana secara keseluruhan. seperti yang dikatakan oleh

Ibu Mira yaitu:

fiPeraturan Bupati insudah terlaksana namun belum ke tahap
masyarakat karena Terkendala Covid jadi masih belum terjun
langsung ke masyarakat, PPKM masih baru resmi dicabut
mbak, regulasi dipahami dulu oleh OPD setelah memahami dan
mempunyai peran masing masing setelah ituu b&ita
promosikan ke masyarakat secara luas. Namun, antar
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pengadilan Agama, dan
media sepei Radio sudah kami promosikaf®
Dari keterangan tersebut dikatakan bahwRerbub Nomor 23
Tahun 2020 tentang pencegahan penan pada usianak sudah
dilaksanakartetapi belumsecara keseluruhaimplementasi Peraturan
Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia
anakini sudah di promosikan Kastansi Pemerintah namun bellisa

langsung disampaikan kagamasyarakat karena terkend#avid 19

sehingga membuat peraturan ini tidak berjalan efektif.

% mira, diwawancara oleh pelsjlumajang, 20 februari 2023
% Mira, diwawancara oleh penulis, lumajang, 20 februari 2023
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Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang adalah jalur utama pemberian
dispensasi nikah sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan
pernikaha pada usia anak ke Kantor Urusan Agdh#&enulis
melakukan wawancara dengan Bapak Tamaji sebagai Panitra Muda
Permohonan terkait dengan adanya peraturan Bupati Lumajang tentang
pencegahan grnikahan pada usia anak, bapak tanmgngatakan
bahwa:

i s a ydah mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut yang

dipromosikan secara langsung oleh Dinas terkait. Peraturan

Bupati tersebut isinya sudah sesuai dengan peraturan Undang

Undang pernikahan yang meminimalkan batas usia

perni¥Xahanod

Pasal 7 ayat 1 dan 2 UNo 16 Tahun 2016 Perubahan UU
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang
dispensasi usia nikah. Dispensasi nikah yang dimaksud dalam Undang
Undang ini adalah penyimpangan dari batas usia minimal yang telah
ditentukan adalah calon mempel@ria maupun wanita sudah
mencampai umur 19 tahun. Oleh karena itu, jika laki laki dan
perempuan yang belum cukup umur ingin menikah, maka Pengadilan
Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh para pihak dapat
memberikan penetapan dispensasi nikah. Arfifika permohonan

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan telah melalui

beberapa tahapan pemeriksaan. Apabila para pihak yang berperkara

®Nur Cholizah, fl mplementasi Pencegahan

Bar at

(Studi Peraturan Gubenur DKI Jakarta B

" Tamaji, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 1 Februari 2023

Per k
ar at
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tidak memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan, maka pejabat
dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama tidak akaremberikan
dispensasi untuk pernikahan kedua belah pifaBeperti yang
dikatakan Bapak Teguh Santoso sebagai Panitra Muda Hukum
Pengadilan Agama Lumajang, bahwa:
fJadi sejak tahun 2019 diundangkan Undang Undang Nomor 16
Tahun 2019 sebagai perubahan Umpdondang Nomor 1
Tahun 1974 terkait persyaratan nikah bagi calon istri disamakan
dengan calon suami 19 tahun sehingga kemudian implikasi
sejak bulan Oktober diundangkan pengajuan dispensasi nikah
menjadi naik dan sangat signifikan sekali kenaikannya, karen
sebelum diundangkan UU No 16 Tahun 2019 atas perubahan
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat nikah, umur 16 tahun
masih boleh ditolak oleh KUA karena belum memenuhi syarat
syarat pernikahan terkait umurnya sehingga sejak saat itu
pengajuan dispensasi nikali Pengaddn Agama naik secara
signifikan.*®
Dari keterangan tersebut dikatakan bahwaemenjak
pemerintah mengesahkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019
terkait persyaratan nikah bagi pria disamakan dengan wanita menjadi
19 tahun. Pengajuan dispensagiah di Pengadilan Agamanenjadi
naik.
Penerapan usia minimal menikah 19 tahun berdasarkan UU

No.16 Tahun 2019 perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan menyebabkan pengajuan dispensasi meniigBarikut

% Rayhani, Suriyadi, And Yahya Julianto EkoaPs et yo, AProsedur/ Landa:
Penetapan Anak Di Bawah Umur Yang | ngin Melangsu
Sagacious Jurnal Illmiah Pendidikan Dan Sosiab, No. 1 (2019): 68374,
Https://Rumahjurnal.Net/Sagacious/Article/View/930 .

% Teguh Saruso, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 1 Februari 2023

W yumajang Satu, ATodus Atong Rontong Lumajancg



data perkara yang di terima dispensaikah dari tahun 2019 sampai

2022.
Tabel 4.2
Perkara Diterima Dispensasi Nikah
Pengadilan Agama Lumajang
NO. BULAN 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 5
1 |JANUARI 34 116 97 86
2 |FEBRUARI 10 80 112 70
3 |MARET 13 94 98 77
4 |APRIL 12 42 51 36
5 | MEI 8 22 55 72
6 |JUNI 6 74 126 141
7 |JULI 37 129 59 47
8 |AGUSTUS 15 86 33 54
9 |SEPTEMBER 7 103 53 77
10 [OKTOBER 20 119 117 94
11 |NOVEMBER 110 111 71 54
12 |DESEMBER 63 69 31 48
JUMLAH 335 1045 903 856

Sumber Pengadilan Agama Lumajar2p23
Dari tabel terseliu menunjukkan peningkatan drastis pada

Tahun 2020 yaitu, sebanyak 1045 orang yang mengajukan perkara
dispensasi nikah di Pengadilan Agama, faktor penyebab kenaikan
pada tahun tersebut karena pada masa pandemi covid 19 yang
mempengaruhi seluruh sektor diehidupan masyarakat, tidak
terkecuali di bidang pernikahan.

Selain itu, Pengadilan Agama Lumajang dalam mencegah
pernikahan pada usia anak juga turut serta dalam hal ini, sebelum
perkara dispensasi nikah didaftarkan Ré#ngadilan Agamaupaya
Pengadilan ama adalah dilaksanakan optimalisasi konseling. Bapak

Tamaji menjelaskan proses konseling untuk yang ingin menikah tetapi
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belum memenuhi batas usia untuk menikah yang sudah ditetapkan
Undang Undang.

fiSebelum daftar dispensasi kawin, di Pengadilan Aganaa ad
optimalisasi konseling, jadi kepada calon mempelai, orang tua
pemohon dan orang tua calon mempelai serta saksi. Kedua
duanya ditanya dulu terkait kesiapan oleh panitra permohonan
saat konseling mengenai risiko menikah di bawah umur,
selanjutnya apabilarang tua tetap ingin mengajukan dispensasi
kawin, Pengadilan Agamaidak boleh menghalanginya kita
hanya sebatas menyampaikan dan menasehati kedua calon
mempelai dan kedua orang tuanya untuk bisa ditangguhkan
dispensasi kawin sampai yang bersangkutan Hegtdl siap

dari segi psikis dan fisiknya sesuai dengan syarat usia
pernikahan dalam Undang Undang No 16 Tahun &&t9

Jadi, menurut penjelasan dari Bapak Tamaji, Pengadilan Agama
Lumajang sudah mengupayakan secara maksimal untuk mencegah atau
mengurangketertarikan menikah pada usia anak dengan konseling pra
nikah untuk para pemohon dispensasi nikah.

Hingga saat ini Undang Undang secara hierarki sebagai
perangkat hukum yang memilki kedudukan lebih tinggi dari peraturan
daerah. Seperti yang dikatakan BRgamaji bahwa:

fiPengadilan Agama Lumajang dalam mengadili permohonan

dispensasi nikah, majelis hakim yang diutamakan sebagai

pedoman hukum vyaitu Peraturaran Undang Undang yang
berlaku dan Kaidah Figih, tetapi bukan berarti kita tidak
melaksanakan SK Bupatentang penaggmhan pernikahan pada
usia anak.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dasar hukum yang digunakan

Pengadilan Agama Lumajaidglam memutus perkara dispensasi nikah

yaitu Undang Undang dan Kaidah Figih.

191 Tamaji, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 1 Februari 2023.
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3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksaren Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan
Pada Usia Anak.

a. Kantor Urusan Agama Jatiroto
1) Faktor Pendukungelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor

23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.
Faktor padukungterlaksananya Peraturan Bupati ini yaitu

diperlukan kerjasama oleh seluruh pihak untuk mencegah

pernikahan pada usia anak. Seperti yang dikatakan Bapak Hamim

Thohari bahwa:
Faktor pendukung dalam kegiatan ini terdiri dari satuan
yaitu KUA sendiri, Balai Penyuluh Keluarga Berencana
(BPKB) dan kantor desa. Di tingkat desa ada Tim
Pendamping Keluarga yang mengisi mengenai Elsimil
(Elektronik Siap Nikah Dan Hamil), selain itu di
Puskesmaguga menyelenggarakan konseling mengenai
kesehatan reproduksi raja pada calon pengantin. Saat ini
KUA Jatiroto melibatkan seluruh ormas keagamaan dan
organisasi kepemudaan untuk bergerak bersama dalam
mercegah pernikahan pada usia a8k
Jadi, faktor pendukung terlaksananya pencegahan

pernikahan pada usia anak di KUZatiroto yaitu diperlukan

kerjasama oleh seluruh pihak.

2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang

Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia

Anak.

192 Hamim Thohari, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 07 Maret 2023
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Salah satu penyebab pernikahan pada usia anak adalah latar
belakang sosial lmlaya terutama di desa. Sama halnya dengan yang
disampaikan oleh Bapak Hamim Thohari bahwa:

kebiasaan orang tua mempunyai anak perawan tidak cepat

dini kahkan di i baratkan otelur
khawatirkan orang tua sangat tinggi sehingga pada titik
puncaknya di desa ada istilah ¢
perawan tua dar.i pada menj adi

orang tua lebih baik menikahkan anaknya di usia muda

terus cerai menjadi janda muda dibanding jadi perawan

tua’®

Selain itu bapak hamim thohguga mayatakan dalam sesi
wawancara bahwa:

faktor yang kedua adalah ekonomi, pernikahan pada usia
anak disebabkan oleh masalah ekonomi yang sangat
terbatas sehingga anak tidak melanjutkan sekolah bahkan
tidak bekerja solusinya, dinikahkan sehingga mengurangi
beban keluarga. Terkadang mbak yang bekerja juga menjadi
masalah dalam pernikahan usia anak apalagi jaman
sekarang dengan situasi global dan kecanggihan teknologi
semua orang bisa melakukan usalfa.

Jadi, fakor ekonomi merupakan salah satu penyebab
terjadnya pernikahan pada usia anak di masyarakat menengah ke
bawah yaitu, tidak melanjutkan sekolah karena ekonomi yang
terbatas.

Selain itu, faktor media sosial yang menyebabkan terjadinya

pernikahan pada usia anak di Jatiroto, seperti yang dikatakan

Bapak Hanm Thohari bahwa:

193 Hamim Thohari, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 07 Maret 2023
194 Hamim Thohari, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 07 Maret 2023



70

APerni kahan yang diawal i dengan
hampir 75%, jalinan komunikasi orang tua dan anak agak

jauh sekarang ini karena orang tua berpikir saya mencari

uang dan anak saya makan. Masalah anak sekarang orang

tua tidak begitutau, maka anak akan lari ke orang lain

ketika dia merasa nyaman dengan orang lain dan meminta
untuk m&®nikaho.

b. Kantor Urusan Agama Randuagung
1) Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor
23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan PalAmhik.
Faktor pendukung pencegahan pernikahan pada usia anak di
KUA Randuagung adalah adanya Peraturan Undang Undang. Hal
ini seperti yang dikatakan Bapak Abd.Rahman bahwa:
fiFaktor pendukung pencegahan pernikahan anak adanya
perubahan Undang Undang NoamioTahun 1974 menjadi
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016, vyang
menyamakan batas usia pernikahan bagi perempuan
dengan laki | d%i, yaitu 19 tahu
Selain itu, Faktor kedua yang mendukung pencegahan
pernikahan pada wusia anak adalah kelompok pengajian,
selagaimana yang dikatakan Bapak Abd.Rahman bahwa:
Akel ompok pengajian di setiap ¢
membantu kami sebagai penyuluh dalam kegiatan
pengajian untuk mensosialisasikan dampak pernikahan
pada usia anak dan dampak yang akan timbul setelah
meni k&ho.
Oleh karena itu, faktor pendukung pencegahan pernikahan

pada usia anak di KUA Randuagung adalah adanya Undang

195 Hamim Thohahri, Diwawancara Oleh Penulis
196 Abd Rahman, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 28 Februari 2023
197 Abd Rahman, Dvawancara Oleh Penulis, Lumajang 28 Februari2023.
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Undang Perkawinan dan penyuluhan ke kelompok pengajian di
desa.
2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor
23 Tahurn2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

Salah satu penghambat dalam mencegah pernikahan pada

usia anak di kecamatan Randuagung adalah media. Akses yang

Mudah mengakses internet berdampak besar pada perkembangan

anak. Sama halnya dengan yang tiikan Bapak Abd. Rahman

bahwa:
AFaktor media dapat mempengar uh
dan membuat mereka cepat dewasa, sehingga rata rata yang
menikah dibawah umur 19 tahun akan memicu hamil di luar
nikah. Selain itu, sering jalan bersama sehingga orang tua
khawatir akan terjadi 2esuatu vya
Faktor yang kedua vyaitu, pendidikan yang menjadi

penyebab pernikahan anak di Randuagung, seperti yang dikatakan

Bapak Abd.Rahman bahwa:
AFakta yang saya dapatkan dar. |
perdidikan di masyarakat Randuagung yang menjadi
penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak karena

ketidakmampuan keluarga menengah ke bawah untuk
membi ayai mef?eka sekol aho.

Jadi faktor penghambat dalam pencegahan pernikahan pada
usia anak di masyarakRanduagung yaitu faktor media dan faktor

pendidikan yang masih rendah.

19 Abd Rahman, Diwawancara Oleh Penulis
199 Abd Rahman, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 28 Februari 2023.
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c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Lumajang.
1) Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor
23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Padanidia A
Faktor pendukung sebagai tindak lanjut mengatasi
pernikahan anak adalah adanya peraturaran daerah, melalui
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020. Sama halnya
dengan yang disampaikan oleh Ibu Mira, bahwa:
fiPeraturan Bupati Lumajang No 23 Tah2@20, menjadi
faktor pendukung untuk membantu menarggoi
pernikahan pada usia anak
Jadi, faktor yang mendukung pemerintah kabupaten
lumajang dalam mencegah pernikahan pada usia anak adalah
adanya Peraturan Bupati tentang pencegahan pernikahangada
anak.
2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor
23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.
Faktor budaya menjadi salah satu penghambat pernikahan
pada usia anak, Terutama budaya masyarakat desa di kabupaten
Lumajarg masih sangat kental. Salah satu budaya tersebut adalah
menikahkan anak di usia muda. Dalam hal ini lbu Mira
mengatakan bahwa:
Abudaya masyarakat di desa ti dal

pada usia muda, menurut alasan mereka para orang tua lebih
cepat lebih baik dan masyarakat tidak mementingkan
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dampak negatif yang timbul akibat pernikahan pada usia
anako.

Dari keterangan tersebut dikatakan bahvaktor yang
menghambat perkdhan pada usia anakadalahkultur budaya
masyarakatdiwilayah pelesan yang masihsangat kental yaitu
menikahkan anak di usia muda.

Selain itu beliau juga mengatakan dalam sesi wawancara
bahwa:

Faktor kedua vyaitu tidak bisa disosialisasikan kepada

masyarakat langsung karena terkend@lavid 19 dan

anggaran biaya pelasanaan PeraturanaBumi belum
seenuhnya optimal

Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, faktor penghambat
pelaksanaan peraturan bupati tersebut yaitu Covid 19 dan anggaran
biaya untuk pencegahan pernikahan pada usia anak masih belum
sepenuhnya optimal.

d. Pengadilan Agama lumajang
1) Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajanag Nomor
23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

Perihal faktor yang mendukung pelaksanaan pencegahan
pernikahan pada usia anak di Pengadilan Agama Lumajang,
penulis melakukamwawancara kepada Bapak Tamaji selaku panitra
muda permohonan mengatakan sebagai berikut:

Faktor yang mendukung adalah memberikan konseling

kepada calon mempelai yang akan menikah dan para orang

tuanya mengenai dampak pernikahan usia anak, baik bagi
kesehtan, kesiapan mental dan menghindari perceraian.
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Alasan orang tua ingin cepat menikahkan anaknya salah
satunya karena sudah sering runtang runtung (jalan
bersama)sudah nikah sidan ada yang hamil diér nikah

Jadi, faktor pendukung pencegahan perinan usia anak di
Pengadilan Agama Lumajang yaitu memberikan konseling kepada
calon pengantin yang akan mengajukan dispensasi nikah.

2) Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia
Anak.

Setiap faktor pasti memiliki faktor pendukung dan
penghambat. Yang menghambat implementasi pencegahan
pernikahan pada usia anak adalah faktor budaya, seperti yang
dikatakan oleh Bapak Tamaji bahwa:

Budayadan tradisi masyarakat di desa masih sangat Isakra

yang perlu dijaga, salah satunya menikah pada usia anak

secara adat yaitu dengan cara selametan apabila dispensasi
nikah oleh pengadilan agama ditolak

Jadi, faktor penghambat pencegahan pernikahan pada usia

anak di Pengadilan Agama Lumajang Yyaitusihaadanya budaya

dan tradisi masyarakat di desa yang masih kental.
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Tabel 4.3

Temua penelitian

Fokus penelitian

Temuan penelitian

Faktor yang
melatarbelakangi
lahirnya Peratural
Bupati Lumajang Nomo
23 Tahun 2020 tentan
pencegahan pernikahg
pada usia anak

Terdapat tiga latar belakang pembentul

Perbup Lumajang Nomd@3 tahun 2020 tentan

pencegahan pernikahan pada usia anak, yaitl
a. Latar belakang filosofis:

Menurut UU No. 35 Tahun 201
perubahan atas UU. 23 Tahun 2(
tentang perlindungan anakhak anak
merupakan bagian dari hak as
manusia dan wajib dijamin, dilinduni
dan diwujudkan oleh orang tua, keluar
masyarakat, negara, pemerintah
pemerintah daerah.

. Latar belakang sosiologis:

Latar belakang sosiologis sebay
pemicu terbentukrey Perbup Lumajan,
No. 23 Tahun 2020 tentang pencegal
pernikahan pada usia anak, masih bar
yang melakukan dispensasi nikah di |
lumajang. Pada tahun 2020 menurut ¢
yang diterima dispensasi nikah di F
Lumajang terjadi peningkatan vyal
signifikan yatu 1045 permohonan.

. Latar belakang yuridis:

Perbup Lumajang No.23tahun 202C
tentang pncegahan pernikahan pada
anak dilatarbelakangi oleh beberg
Peraturan Undangndang terkait
pernikahan anak, dan banyak peratu
yang terkaidengan pernikahan.

Implementasi Peraturan
Bupati Lumajang No.23
Tahun 2020 tentang
pencegahan pernikahg
pada usia anak

. KUA Kecamatan Jatiroto danKua

Kecamatan Randuagung dalam
mencegah pernikahan anak te
melaksanakan progam deng
melakukan penyuluhan dan sosialig
terkait UU.No 16 tahun 2019 tentan
perubahan atasUU.Nol tahun 1974
tentang perkawinan mengenai batas |
pernikahan dan kedu&UA tersebut
sudah melaksanakan salah satu prof
dari Perbup Lumajang No0.23 Taht
2020 tentang pencegahan pernikal
pada um anak vyaitu, konselin
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membangun pernikahan yang kokadin
konseling manajemen konflik rumg
tangga.

. Dinas Sosial, Pemberdayaan Peremp

dan Perlindungan Anak Lumajang.
ImplementasiPerbup Lumajang No. 2
Tahun 2020 tentang pencegahg
pernikahan pada nak sudal
dilaksanakan tetapi belum secar
keseluruhan dan sudah dipromosikan
instansi pemerintah namun belum b
langsung disampaikan kepal
masyarakat karena terkendala Covid
sehingga membuat peraturan ini tig
berjalan efektif.

. Pengadilan Agamhumajang.

Pengadilan Agama Lumajang dalam
mencegah pernikahan pada usia &
juga turut serta dalam hal jnsebelum
perkara dispensasi nikah di daftarkan
PA Lumajang , upaya Pengadilan Agal
Lumajang adalah dilaksanaki
optimalisasi konseling.

Fakor pendukung da
penghambat pelaksana
peraturan bupat
lumajang nomor 23
tahun 2020 tentan
pencegahan pernikahg
pada usia anak.

. KUA Jatiroto

Faktor pendukung terlaksananya per}
lumajang No. 23 tahun 2020 tentan
pencegahan pernikahan pada usia ¢
yaitu diperlukan kerjasama oleh selur
pihak untuk mencegah pernikahan p:
usia anak.

Sedangkan faktor penghambat vyal
latar belakang sosial budaya terutal
masyarakat desa, faktor ekonomi ¢
faktor media sosial.

. KUA Randuagung

Faktor pendukung pencaigan
pernikahan pada usia anak ®UA
Randuagungadalah adanyaPeraturan
Undang Undang perkawinan d
penyuluhan kelompok pengajian di De
Sedangkan faktor penghaml
pencegahan pernikahan pada usia ang
masyarakat Randuagung vyaitu fak
media dan pedidikan yang masil
rendah.
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c. Dinas Sosial Pemberdayaan Peremp
dan Perlindungan Anak Lumajang.
Faktor pendukung sebagai tindak lan
mengatasi pernikahan pada usia a
adalah adanya peraturan daerah, me|
Perbup Lumajang No. 23 Tahun 20
tentang pecegahan pernikahan pada u
anak. Sedangakan faktor penghame
pelaksanaan Peraturan Bupati yaitu cc
19 dan anggaran biaya untuk pencega
pernikahan pada usia anak masih be
sepenuhnya optimal.

d. Pengadilan Agama Lumajang.

Faktor pendukung pencen
pernikahan pada wusia anak di |
Lumajang yaitu memberikan konselil
kepada calon pengantin yang ak
mengajukan dispensasi niké&edangkar
faktor penghambat pencegah
pernikahan pada usia anak di |
Lumajang yaitu masih adanya budg
dan tradisi masyrakat di Desa yan
masih kental.

C. Pembahasan Temuan
Berdasarkanhasil wawancara dan analisis data, selanjutnya hasil

penelitian lapangan yang dilakukan selama penelitian di kabupaten Lumajang,
kemudian mengacu pada fokus penelitian, maka penulis akambahas
tentang hasil penelitian lapangan. Dalam konteks ini, dapat di kategorikan
menjadi tiga fokus penelitian sebagai berikut:
1. Faktor Yang Melatarbelakangi Lahirnya Peraturan Bupati Lumajang

Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia

Anak

Berdasarkan data terdapat tiga Faktor yang melatarbelakangi

lahirnya peraturan Bupati LumajanBertama, latar belakang filosofis.
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anak adalah amanah dan anugerah tuhan yang dalam dirinya melekat
harkat dan martabat sebagai manusia secara keselurutttah @enjadi
tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara
dalam memenuhi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan
sebaik baiknya serta mendapat perlindungamencegah pernikahan
anak diperlukan untuk meningkatkan lpetungan anak; mewujudkan
hak hak anak; mengendalikan dan meningkatkan kualitas penduduk atau
sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kualiatas kesehatan
anak''! angka pernikahan pada usia anak di kabupaten lumajang masih
sangat tinggi. Tujuan pencegahan petkaw pada usia anak tertuang
dalam pasal 2 huruf B pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun
2020 yang berbunyi, untuk mewujudkan peran serta pemerintah daerah,
masyarakat, orang tua, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah
pernikahan pada usanak'? bahwa untuk mencapai kesejahteraan anak
dibutuhkan dukungan kelembagaan dan Peraturan Undang Undang Untuk
menjamin pelaksanaanya.

Kedua latar belakang sosiologisisbahul Munir, Kepala Bidang
Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariat Kemenag ,Jatim
menjelaskan sebagian besar yang mengajukan dispensasi nikah karena

yang bersangkutan sudah hamil terl ebi

karena kurangnya pengawasan orang tua, samparueis ke dalam

10 yndang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

M1 syrat Edaran Gubenur Jawa Timur Nom@4. 14/810/109.5/2021 Perihal Pencegahan
Perkawinan Anak

112 peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020
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pergaulan bebds. Bel i au j uga ma, nkgbadatark a n s e
Lumajang tercatat menjadi daerah yang mengeluarkan dispensasi nikah
tertinggi sepanjang tahun 20%3.

Berdasarkan datayangditerima dispensasi nikah di Pengadilan
Agama Lumajang, yang penulis dapat mulai dari tahun 2019 hingga tahun
2022 magalami penurunan bahkan kenaikaBari banyak kasus
pernikahan anak yang diterima di Pengadilan Agama Lumajang
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu salah satunya pergaulan bebas
dengan melakukan hubungan seks sehingga harus menikah pada usia
anak bahka ada yang sudah hamil

Meski Undang Undang pada dasarnya menetapkan batas usia
minimum seorang untuk menikah, Undang Undang No 16 Tahun 2019
atas perubahan Undang Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7
ayat 1 menyatakan, N plam jika paranpdbak hany a
berusia di atas 19 tahuno.

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara penulis dengan Panitra
Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang, semenjak Undang Undang
No 16 Tahun 2019 diberlakukan, pengajuan dispensasi nikah menjadi
naik dan sangat sigikan.

Ditinjau dari kajian teoriMengenaibatasan usia menikah islam
tidak menentukan usia pernikahan, namun bukan berarti islam secara

mutlak membolehkan pernikahan pada usia anak. Pada dasarnya dalam

BHRepublikao, 15 Ribu Anak Nikah Dini, Mayor.i
14 April 2023 Https://Www.Republika.ld/Posts/36525/Ebu-Anak-Nikah-Dini-Mayoritas
Hamil-Duluan



https://www.republika.id/posts/36525/15-ribu-anak-nikah-dini-mayoritas-hamil-duluan
https://www.republika.id/posts/36525/15-ribu-anak-nikah-dini-mayoritas-hamil-duluan
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Al-Qur 6an dan Hadi st ti deergenaibatasysianj el as
untuk menikah. Kedua sumber ini hanya menekankan bahwa seseorang

yang akan melaksanakan pernikahan harus orang yang layak dan dewasa
sehingga dapat mengatur dan menjalani kehidupan keluarga dengan baik.
Dengan kedewasaan, suami isttkama dapat memenuhi hak dan
kewajibannya satu sama Idiff.

Ketiga latar belakang yuridipemerintah dalam upaya mencegah
perkawinan pada usia anak terdapat berbagai peraturan Undang Undang,
yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
sebagairana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun
2019, Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014,
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasioangl Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan,
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan
Undang Undang, Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Oleh karena
itu, kabupaten umajang mengeluarkan peraturan khusus tentang
pencegahan perkawinanaga usia anak melalui Peratufdnpati Nomor

23 tahun 2020.

Msrji Rahmawati, f@ABatas Usia MinimaldanPer ni kahzé
Hu k um P oSyaksat(JurhaHykdm Perdata Islam32, no. 1 (2020): 89.



81

2. Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020
Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

Dalam Perbup Kabupan Lumajang Nomor 23 Tahun 2020
tentang pencegahan pernikahan pada usia anak pasal 1 ayat 12
menjelaskan bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya
yang berupa kebijakan, progam, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya
yang dilakukan oleljpemerintah Kabupaten Lumajang, masyarakat, orang
tua, anak dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka terjadinya
perkawinan pada usia anak di Kabupaten Lumajang.

Pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten, kecamra pemerintah desa, masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak secara langsung atau
tidak langsung melaksanakan kebijakan progam, kegiatan dalam
mencegah perkawinan pada usia ahak.

Sebagai peraturan yang dirancang untuk nkasmaalkan
jangkauan seluruh masyarakat mdaraturan Bupathomor 23 tahun
2020 ini memeberikan ruang dan kesempatan yang selasisya bagi
masyarakat untuk berperan dalam mencegah perkawinan pada usia anak.
PeranPemerintalsebagaimana dijelaskandzapasal 12 ayat (1) bahwa
Pemerintah daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan
kebijakan dan progam serta alokasi anggaran untuk upaya pencegahan

perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan untuk

115 peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020
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mencapai KLA. dengan mempertimbangkaratfan lokal dan
mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Peran orang tua
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Perbup Nomor 23 Tahun 2020
adalah memenuhi dan mewujudkan hak anak untuk mencegah perkawinan
pada usia anak; berkomitmen untuk tidak merklahanaknya dibawah

usia 19tahun; memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, dan agama
serta memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan
seksual. Peran anak, sebagaimana dijelaskan dalam padérthdp
Nomor 23 Tahun 2020 ialah, setiap knaerperan dalam upaya
pencegahan pernikahan pada usia anak dengan cara; mengikuti wajib
belajar 12 tahun, mengembangkan minat, bakat, dan kreatifitasnya untuk
memastikan kesehatan masa depan dan memperoleh pengetahuan tentang
kesehatan produksi. Peran syarakat sebagaimana dijelaskan dalam
Perbup Nomo23 Tahun2020 pasal 15 ialah, supaya masyarakat berperan
aktif dalam progam dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak
sebagai bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pemantauan, deevaluasi.

Peran berbagai sektor dalam pelaksanaan regulasi terkait
pencegahan pernikahan anak salah satunya diprakarsai oleh Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempudan Perlindungan Anak yang merasa perlu
adanyaPeraturan Daeralhumajang mengenai pencegahparnikahan
pada usia anak untuk menghindari berbagai dampak buruk yang

ditimbulkan dari pernikahan pada usia anak.
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Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu informan di
Dinas Sosial Pemberdayan PerempdanPerlindungan Anak Lumajang,
untuk menegah pernikahan pada usia anak pemerintah membuat
mekanisme baru untuk menekan angka pernikahan pada usia anak dan
membantu menurunkan angka pernikahan pada usia anak.
Beberapa progam vyang dilakukaPemerintah Kabupaten
Lumajangdalam pencegahan pernikahaada usia anak sebagai berikut:
a. Kantor Urusan Agama
Dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 202@ntang
pencegahan pernikahan pada usia anak pasal 4 ayat 2 huruf a
menerangkan bahwa: memperoleh bimbingan rohani KldA bagi
yang beragamdaslam dan bimbingan kerohanian menurut keyakinan
agamanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pd&&bSpnomor
23 tahun 2020, bimbingan kerohanian yang diselenggarakan oleh
lembaga KUA meliputi:
1) Pembinaan untuk mewujudkan perkawinan kokoh
2) Pembinaan, pengelolaan konftlelam rumah tangga
3) Mempersiapkan generasi berkualitas
4) Pemenuhan kebutuhan keluarga; dan

5) Dinamika perkawinan dan keluatga

11 peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020
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Peneliti melakukan wawancara dan permintaan data ke dua
Kantor Urusan Agama di wilayah pemerintahan kabupaten Lumajang
yaitu, KUA Jdiroto dan KUA Randuagung.

Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20
Tahun 2019 dijelaskan, KUA sebagai pencatat pernikahan dengan
segala syarat administrdsl. Kantor urusan agama dalam menangani
pernikahan pada usia anak sekaligus untuk memaiigir terjadinya
hal tersebut yaitu dengan cara memeriksa semua persyaratan untuk
setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan
mensosialisasikan Undang Undang Nomorl tahun 1974 dan
perubahannyaUndang Undang Nomorl6é tahun 2016 tentang
pernikahan dan mensosialisasikarkepada masyarakat mengenai
pencegahan pernikahan pada usia afdk

Dari hasil wawancaralengan dua KepalKua Jatiroto Dan
Randuagung, kedua instansi tersebut untuk mencegah perkawinan anak
telah melaksanakan progam demg melakukan penyuluhan dan
sosialisasi Terkait Undang Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Undatindang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan pada pasal 7 ayat 1 tentang batasian pernikahan yang
di izinkan. Kedua KUA tersebut sudah tag&sanakan salah satu

progam dari Perbup Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan

17 peraturan Menteri Agama ( PMA) Nomor 20 Tahun 2019

"8 Rahmat Nur Hidayah, Hamzah Urasan AJam&(Kua) Mal ok o,
Dalam menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kua Kecamatan Somba
Opu Kabupaten Gowa), 676
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pernikahan pda usia anak yaknkonselingmembangun pernikahan
yang kokoh dan konseling manajemen konflik rumah tangga.

Kantor Urusan Agamasendiri mempunyai peran dalam
menegah penikahan pada usia anak yaitu melBkmyuluh Agama
Islam bidang keluarga Sakinaklpayadari KUA Kecamatan Jatiroto
dan Randuagung dalamencegah pernikahan pada usia anak ialah
dengan menolak apabila persyaratan umur tidak terpenuhi, maka piha
dari KUA akan mengeluarkan surat penolakan nikah dan mendapatkan
kebijakan melalui dispensasi nikah.

Ditinjau dari kajian teori, faktor yang mempengaruhi
Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun
2020adalah sebagai berikitRertama Komunikasj KUA Jatiroto dan
Randugung dalam faktor komunikasi berjalan dengan baik yaitu
dengan sosialisasi ke masyarakat melalui penyuluhan tentang UU
Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974
mengenai Atas umur yang telah ditetapkakonseling membangun
pernikahan yang kokoh dan konseling manajemen konflik rumah
tangga. Kedug Faktor sumber daya pada KUA Jatiroto dan
Randuagung merupakan hal yang paling penting dalam menuntukan
keberhasilan proses implementasi. Sumber daya manuskeddia
KUA adalah pegawai dan staf yang memadai dan profesikeéiya
Faktor disposisi pelaksanaan, KUA Jatiroto dan Randuagung belum

melakukan peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang
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pencegahan pernikahan pada usia anak karena belusiatigssikan
secara langsung kepada KUA karena masih terkendala covid 19.
namun bukan berarti kedua KUA tersebut tidak memiliki peran dalam
mengatasi pernikahan pada usia anak. Kedua KUA tersebut dalam
mencegah pernikahan pada usia anak adalah demgelisai dan
membuat surat penolakan.
. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempwan Perlindungan Anak

Lumajang

Dalam Perbup Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang
pencegahan pernikahan pada usia anak pasal Bjelaskanbahwa
bimbingan perlindungan anak yangelenggarakan oletDinas sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan @uediputi:
1) Sosialisasi hak anak
2) Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan
3) Sosialisasi kesehatan reproduksi
4) Sosialisasi pencegahan pernikahan anak
5) Sosialisasi pengasuhan anak
6) Sosalisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
7) Sosialisasi pencegahan perdagangan anak

Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

merupakan unsur pelaksana urusd&emerintah yang menjadi
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kewenangan daerah di bidang sosial, daidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan ar&k.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Anak
tujuan yang ingin yang dicapai dari pembentukan peraturan Bupati ini
adalah menakn angka perkawinan anak, menekan angka kekerasan
dalam rumah tangga dan menjamin terpenuhinya hak hak anak.

Dinsos P3A Kabupaten Lumajanmgelaksanakarsalah satu
progam pecegahan pernikahan pada usia sestai Perbup dinor 23
Tahun 2020 yaitu sosialigapencegahan pernikahan pada usia anak
upayadari Dinsos P3Auntuk menangani pencegahan pernikahan pada
usia anak yaitypertama, melaksanakan kebijakan pemerintah daerah
yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daekaddua
melarang pernikahan padisia anak karena ada sebab akibat.

Dalam rangka mencegah pernikahan pada usia Biaks
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang
sudah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan
Pengadilan Agama.

Faktor faktor yang mempgaruhi Implementasi Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 23 Tan 2020 adalah sebagai berikut:
Pertama Faktor komunikasi di DINSOS P3A Lumajang sudah

berjalan baik dengan mensosialisasikan antar Organisasi Perangkah

119 peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022
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Daerah, Pengadilan Agama dan media sepadip. namun, belum ke
tahap masyarakat karena terkendala covidKEXug faktor sumber
daya,sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang penting Di
DINSOS P3A Lumajang ialah terdiri dari beberapa pegawai yang
menjalankan tugas sesuai dengan bidgagnasing masing. Selain itu
sumber daya finansial atau anggaran memilki pengaruh besar terhadap
kegagalan mupun keberhasilan suatu kebijak&etiga, faktor
Disposisidi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Lumajang sudah melaksakan kebijakan terkaitPeraturan
Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020enfang pencegahan
pernikahan pada usia anak, namun belum terlaksana secara
keseluruhan. Jadi peraturan bupati ini belum berjalan efektif karena
belum terlaksana di berbagai aspek pemahian. Keempat,faktor
Birokrasi dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kebijakan dengan
adanya framegtasi atau pembagian tanggung jawab dalam bidang
tertentu. Dalam melaksanakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23
Tahun 2020 tidak bisa berjalan sendiri médtam harus bekerjasama
dengan pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan semua pemangku
kepentingan dalam mencegah pernikahan pada usia anak.
. Pengadilan Agama Lumajang

Dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020
tentang pencegahan pernikahan padga uanak pasal 4 ayat 4

menjelaskan bahwa, mendapatkan penetapan oleh Pengadilan Agama
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bagi yang beragam Islam; dan penetapan Pengadilan Negeri bagi selain
yang beragama Islam.

Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam
pencegahan pernikahan pada uam@ak di indonesia. la memiliki
kewenangan untuk memutuskan boleh tidaknya seorang anak laki laki
dan perempuan yang dibawah usia 19 tahun untuk melangsungkan dan
mencatatkan pernikahan secara hukum. Seorang anak yang ditolak
KUA untuk melangsungkan perkavan karena faktor usia masih dapat
mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Ag&th&engadilan
Agama Lumajangmenegakkan peraturan terutama Undang Undang
yang bersangkutan dengan hukum islam. Berdasarkan hasil wawancara
dengan salah satu informan di Paddpn Agama Lumajang
menjelaskan dalam mengadili perkara terutama perkara dispensasi
nikah, yang menjadi pedoman hukwtajelis Hakim yaitu Peraturan
Undang UdanglanKaidah Fiqih.

Pengadilan Agamad.umajang sudah melaksanakan progam
untuk pencegahan perailkan pada usia anak yaitu dengan
dilaksanakan konseling pra nikalmtuk para pemohon dispensasi
nikah.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan

Bupati Lumajnag Nomor 23 Tahun 2020 Di Pengadilan Agama sebagai

22Wahyu Wi diana, f@fPeran Kantor Urusan Agama
Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia, Desember 7, 2018,
Https://Badilag.Mahmahagung.Go.ld/Artikel/Publikasi/Artikel/PerantorUrusanAgama

DanPengadilanrAgamaDalamUpayaPencegahaRerkawinamAnak-Di-Indonesia7-12



https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peran-kantor-urusan-agama-dan-pengadilan-agama-dalam-upaya-pencegahan-perkawinan-anak-di-indonesia-7-12
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peran-kantor-urusan-agama-dan-pengadilan-agama-dalam-upaya-pencegahan-perkawinan-anak-di-indonesia-7-12

90

berikut: Pertama,Faktor komurkasi di PA lumajang, dengan adanya
konseling pra nikah dengan menyampaikan dan menasehati mengenai
risiko menikah di bawah umukKedua, faktor sumber dayaadalah
penggerak dan penyelenggara dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber
daya manusia merupakan yanglipg penting untuk menentukan
keberhasilan proses implementasi. Sumber daya disini adajalvaie
yang cukup berkualitas dalakeahliaanyaKetiga, Faktor disposisi di
PA Lumajang termasuk kuat, sebelum Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 23 Tahun 2020 ditgtkan Pengadilan Agama Lumajang dalam
mecegah pernikahan usia anak, sebelum perkara di daftarkan
pengadilan agama melaksanakan optimalisasi konseling untuk yang
ingin menikah namun belum memenuhi batas usia yang sudah
ditetapkan Undang Undanamun bukan érarti Pengadilana Agama
Lumajang tidak melaksanak&®raturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020
tentang pencegahan pernikahan pada usia akakmpat, Faktor
birokrasi merupakan sumber untuk melaksanakan kebijakan yang
sudah ada yaitPeraturan Bupatini. dalam mengimplementasikan
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2088k bisa berjalan
sendiri melainkan harus bekerjasama dengan pihak yang berkaitan
seperti Kantor Urusan Agama, kecamatan, kelurahan, Kemenag.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaandpaturan Bupati

Lumajang Nomor 23 Tahun 2020tentang pencegahan pernikahan

pada usia anak.
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Pernikaharpada usia anak adalah pernikahan yang dilakukan yang
salah satu pasangan atau keduanya belum berusia 19-thRemikahan
pada usia anak temya tidak terlepas darifaktor pendukung dan
penghambat terjadiya pernikahan tersebut, maka penulis akan
menjelaskan beberapa faktor tersebut.

Berdasarkan analisis data dan wawancara seluruh lembaga
penelitian yang penulis teliti, faktor pendukung pelaksarn@aratuan
Bupati Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak sebagai berikut:
a. Koordinasi antar lembaga

Faktor pendukung terlaksanakanya pencegahankadian pada
usia anak diperlukaanntuk saling bekerjasamaatu sama laidengan
berbagai pihak yaitmmasyar&at, orang tua, anak, KUA, Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuasian Perlindungan Anak, Pengadilan
Agama dan pemangku kepentingan untuk mencegah pernikahan pada
usia anak.
b. Peraturan Undang Undang
Dengan adanya perubahan Undang Undang Nomor ltahun 1974
menpdi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perkawinan
pada pasal 7 ayat 1 menegenai perempuan yang awalnya 16 tahun
berubah menjadi 19 tahun.
c. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang

pencegahan pernikahan pada usia anak.

121 peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020
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Peraturan Bupati lmajang Nomor 23 tahun 2020 menjadi
faktor pendukung untuk membantu menanggulangi pernikahan pada
usia anak.

Sedangkan faktor penghambat pencegahan pernikahan pada usia
anak di Kabupaten Lumajang/ang sudah penulis dapatkan sebagai
berikut:

a. Faktor orandua
Sebagian orang tugang tinggal di desanemiliki pendidikan
rendah sehingga menyebabkan berfikir pasrah dan menerima. Orang
tua lebih baik menikahkan anaknya di usia muda dari pada menjadi
perawan tua
b. Faktor ekonomi
Faktor ekonomi bagi keluarga ygrberpenghasilan rendah
menyebabkan anak tidak bisa melanjutkan sekolah, sehingga
solusinya orang tua menikahkan anaknya pada usia muda.
c. Faktor budaya
Budaya masyarakat penduddé&sa masih sangat kental salah
satunya menikahkan anajadisnyadi usia yangmasih terbilang
muda. Alasan para orang tua menikahkan anaknya lebih cepat lebih
baik sehingga tidak mementingkan dampak negatif yang timbul akibat

pernikahan pada usia anak.
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d. Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan
masyarakat menyebadik orang tua menikahkan anaknya pada usia
muda.
e. Alokasi anggaran
Anggaran biaya untuk pencegahan pernikahan pada usia anak

masih belum sepenuhnya optimal.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bahwayang melatarbelakangi lahirnjgeraturan Bupati Lumajang Nomor
23 Tahun 2020 dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu: secara
filosofis, sosiologis dan yuridis.

Pertama, Secara filosofismenurut UU Nomor 35 Tahun 2014
perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,
perlindungan terhadap anak adalah Eed@giatan yang menjaga dan
melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara baik sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskrimikadua,
secarasosiologismenpadi pemicu terbentuknyBerbub Lumajang Nomor
23. menurut data perkara yang diteridspensasi nikah dPengadilan
Agama Lumajangmengalami kenaikabahkan penurunasetiap tahunnya
yaitu, 335 kasus pada tahun 2019, 1.405 kasus pada tahun 2020, 903 kasus
pada tahun 2021 dan 856 kasus pada tahun 2022. Selain masalah ekonomi
dan pendidikandari segi kesehatanpernikahan pada usia anak selain
berdampak pada kematian ibu , tingginya kematian bayi serta buruknya
kesehatan ibu dan anaketiga, Secara yuridi PeraturarBupati ini dilatar
belakangi oleh beberap@eraturanUndang Undang yang berhubungan

dengan pernikahan pada usia anak.
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ImplementasiPeraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tal020tentang
pencegahan pernikahan pada usia anakidah dilaksankan dergan
sosialisasi namun belum berjalan efektif karena sosialisasi hanya diberikan
kepada instansi terkait dan belum secara keselurukantor Urusan
Agama Kecamatan Jatiroto dan Randusy memberikan sosialisasi
melalui penyuluh bidang keluarga Sakinah menai Undang Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan, pembinaan mewujudkan pernikahan yang
kokoh dan pembinaan manajemkonflik rumah tanggaDinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan PerlindangAnak memberikan
sosialisasi dengan adanya kebijakan pemerintah daerah kepada organisasi
peragkat daerafOPD) dan Pengadilan Agam&elanjutnya, Pengadilan
Agama Lumajang dalam mencegah pernikahan pada usia anak
melaksakanakan konseling pra nikah. desai yang diberikarbelum
berjalan efektif karena sosialisasi hanya diberikan kepada instansi terkait
dan belum secardangsung disampaikan kepada masyarakat hal ini
disebabkan covid 19 dan PPKM yang masih b@smi dicabut.Oleh
karena itu, pelaksanaa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun
2020 dianggap belum terlaksana dengan b&#ebagai peraturan yang
dirancang untuk memaksimalkan jangkauan seluruh masyarakat maka
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 ini memeberikan ruang dan
kesempatan yangeluaduasnya bagi masyarakat untuk berperan dalam

mencegah perkawinan pada usia anak.
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3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada
usia anak.

Faktor pendukung terlaksananferaturan Bupati ini diperlukan
kerjasama oleh seluruh pihak untuk mencegah pernikahan pada usia anak.
Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaiteertamakoordinasi antar
lembaga. Kedug Peraturan Undang Undangang berkaitan dengan
pernikahan padasia anak. Ketiga, perturan bupati lumajang nomor 23
tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak untuk
membantu menanggulangi pernikahan pada usia anak. Sedangkan faktor
yang penghambat pencegahan pernikahan pada usia anak yaitu faktor
orangtua, pendidikan, ekonorbiydayadan alokasi anggaran

B. SARAN

1. Pemerintah kabupaten lumajang harus melakukan sosialisasi yang lebih
giat supaya peraturan ini dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh
masyarakat .

2. Bagi masyarakat khususnya orang tua sebehemikahkan anakanya pada
usia muda memikirkan kembali apa saja dampak yang akan muncul dari
pernikahan tersebut., karena seperti yang kita ketahui menikah pada usia
anak fisik dan mentalnya belum siap dan ditakutkan terjadi hal hal yang
tidak dinginkan.

3. Bagi remaja juga diharapkan menjaga pergaulan dengan baik agar tidak

terjadi hal hal yang tidak diinginkan.
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MATRIKS PENELITIAN

JUDUL Sub Variabel Indikator Informan Metode peneliian Fokus penelitian
Implementasi 1. Implementasi 1. a)lmplementasi a. Kepala KUA 1. Penelitianini . Apa faktor yang
Peraturan kebijakan kebijakan Kecamatan menggunakan melatarbelakangi
Bupati publik b) unsur unsur Jatroto pendekatan lahirnya Peraturan
Lumajang 2. Pernikahan c) faktor yang . Kepala KUA hukum empiris Bupati Lumajang
Nomor 23 3. Pernikahan mempengaruhi Kecamatan . Jais Nomor 23 Tahun 202(
Tahun 2020 pada usia anal implementasi Randuagung penelitian tentang pencegahan
Dalam Upaya . Penjelasan . Pegawai di tergolong pernikahan pada usia
Pencegahan tentang Dinas Sosial, kualitatif anak?

Pernikahan pernikahan Pemberdayaan . Teknik Bagaimana
Pada Usia Anak . a) Pengertian Perempuan dan pengumpulan Implementasi

pernikahan pada
usia anak

b) Hukum
pernikahan pada
usiaanak

c) Faktor
pernikahan pada
usia anak

d) Dampak
pernikahan anak
e) Pencegahan
pernikahan pada
usia anak

Perlindungan
Anak

. Panitra Muda

Permohonan
Pengadilan
Agama
Lumajang

. Panitra Muda

Hukum
Pengadilan
Agama
Lumajang

data
menggunakan
wawancara
dan
dokumentasi.

. Analisis data:

1 Reduksi
data

1 Penyajian
data

1 Penarikan
kesimpulan

Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 23
Tahun 2020 tentang
pencegahan pernikahg
pada usia anak?

. Apa faktor pendukung

dan penghambat
pelaksanaan Peratura
Bupati Lumajang
Nomor 23 Tahun 202(
tentang pencegahan
pernikahan pada usia
anak?




PERTANYAAN SEPUTAR WAWANCARA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Dan Randuagung

1. Apakah bapakmengetahuimengenai adanya Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan padaalsta an

2. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh KUA dalam pencegahan
pernikahan pada usia anak?

3. Bagaimana peratiKUA sebagai lembaga yang berwenang terkait dengan
pencegahan pernikahan pada usia anak?

4. Apakah Peraturan Bupatini sudah disosialisasikan kepadaasyarakat
sekitar?

5. Apa saja faktor pendukung dan penghamabat terlaksaiargduran Bupati
Lumajang Nomor 23 Tahun 20207

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lumajang

1. Apa yang melatarbelakangi terbentukmeraturan Bupati Lumajangohor
23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak?

2. Bagaimana peran DINSOS P3A dalam menangani pernikahan pada usia anak
setelah terbentuknya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 20207

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terlaksarRenguran Bupati
tentang pencegahan pernikahan pada usia anak?

4. Apa harapan atau tujuan dibentuknyaraturan Bapatumajang nomor 23
tahun 2020 terkait pencegahan pernikahan pada usi@ anak

5. Bagaimana sosialisaf)INSOS P3A sendiruntuk mencegahan pekaihan
pada ugm anak ini?

Pengadilan Agama Lumajang

1. Apakahbapak mengetahui Perbub Lumajang Nomor 23 tahun 2020 tentang
pencegahan pernikahan pada usia anak?

2. Bagaimana pendapat bapak terkait Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23
tahun 2020 tentang pencegah@ernikahan pada usia anak?



3. Bagaimana peran Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan pada usia
anak?

4. Apakah Peraturan Bupati ini dapat menjadi salah satu dasar hukum yang
digunakan sebagai penolakan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama
Lumajang?

5. Apa saja faktor pendukung dan penghambeiaksanaariPeraturan Bupati
Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak?



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN KUA KECAMATAN JATIROTO
DAN RANDUAGUNG, DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK LUMAJANG DAN PENGADILAN
AGAMA LUMAJANG TANGGAL 31 JANUARI -07 MARET 2023.

NO. | TANGGAL KEGIATAN
1. 31 Januari 2023 Mengantarkansurat izin penelitian kepac
Pengadilan Agama Lumajang.
2. 1 Februark023 a. Wawancara dengan Bapak Tamaiji
(Panitra Muda Brmohonan)
b. Wawancara dengan Bapak Teg
Santoso (Panitra Muda Hukum)
3. 2 Januari 2023 Mengambil data dispensasi nikah
4. 7 Februari 2023 Mengantarkan surat izin penelitian kepg
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Lumajang.
5. 20 Februari 2023 Wawancara dengan ibu Mira (sub bag
umum dan kepegawaian).
28 Februari 2023 a. Mengantarkan surat izin penelitian kepe
Kantor Urusan Agama Kecamatj
Randuagung.
b. Wawancara dengan Bapak Abd.Rahn
(Kapala Kua Kecamatan Randuagung)
7. 7 Maret 2023 Mengantar surat izin penelitian kepa

Kantor Urusan Agama Jatiroto sekalig
wawancara dengan Bapak Hamim Thok
(kepala KUA Kecamatan Jatiroto)




FORMULIR PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH/ RUJUK KUA
JATIROTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JATIROTO
J1. Sultan Agung No.72 Kaliboto Lor Jatiroto 67355
Telephon (0334) 321158
Email: kuajatirotolumajang@gmail.com

FORMULIR PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH RUJUK

Model N 7
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN/KOTA LUMAJANG

Nomor :B. ¥ /Kua.13.05.08/PW.01/02/2023 Jatiroto, 28 Pebruari 2023
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Pemberitahuan kekurangan syarat/

Penolakan kehendak nikah/rujuk*)
Kepada Yth,
Calon Penganten/Wali

't
|

a “RINA PUSPASARI
Tempat

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan yang diatur dalam

'framran perundang —undangan bahwa permohonan pendaftaran nikah /rujuk Saudara AFRINA PUSPASARI Dengan Saudara
"AYU WAHYUDI ARI
|beritahukan sebagai berikut :

Pernikahan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan :
1. Putusan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa :
1. Umur calon pengantin Perempuan kurang dari 19 tahun

Demkian agar menjadi maklum

Wassalam,
Kepala KUA/Penghulu/PPN LN

—

DRS. HAMIM THOHARI




FORMULIR PEMBERITA HUAN KEKURANGAN
SYARAT/PENOLAKAN PERKAWINAN ATAU RUJUK KUA
RANDUAGUNG.

Lampiran |

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat [slam

Nomor 713 Tahun 2018

Tentang

Penetapan Formulir dan |aporan Pencatatan Perkawman atau Rujuk

Model NS

FORMULIR PEMBERITAHUAN KEKURANGAN SYARAT / PENOLAKAN
PERKAWINAN ATAU RUJUK

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN RANDUAGUNG
KABUPATEN LUMAJANG

Randuagung, 21 Februan 2023

NOMOR B 22 /Kua 13 5 7/Pw01/2/2023
LAMPIRAN | Berkas
PERIHAL Pembentahuan Kekurangan Syarat/

Penolakan Perkawinan atau rujuk

Kepada Yth,

Calon Pengantin / Wal
NAFISAH NURUL JANNAH
Di Desa BANYUPUTIH LOR

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendafiaran perkawinan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan atau rujuk
Saudara HOLIK dengan Saudan NAFISAH NURUL JANNAH
dibentahukan scbaga benkut

:] Perkawinan dapat di laksanakan dengan melengkapi persyaratan. ... . ... ;

(V) Tidak dapat dilaksanakan ( ditolak ) karena udak melengkapi persyaratan berupa
Catin Wanita kurang umur ( 17 ) tahun berdasarkan ljasah, Kk dan Akta Kclahiran

Demikian agar dapat menjadi maklum
Wassalam,

Kepala

ABD RAHMAN. S. Ag



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

e KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
] I' UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
iﬁ JEMBER FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JI. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
S I Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website :www.uinkhas. ac.id
No : B.379/Un.22/4.a/PP.00.9/01/2023 7 Maret 2023
Hal : Permohonan izin penelitian
Yth : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto

Assalamualaikum Wr.Whb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana
Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/ ibu pimpinan untuk memberikan izin
kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama . Tigia Syahrotul Maghfiroh

Nim : §20181020

Semester . 9 (sembilan)

Jurusan/Prodi . Syariah/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi “Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun

2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada Usia
Anak”
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan
terimakasih.

an. Dekan




&2 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

.l f UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
i,é JEMBER FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAMNEGER! JI. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
HALHAIIACTMAD SIDDIQ Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website :www.uinkhas.ac.id
e, ,;,,,——————
No . B.379/Un.22/4.a/PP.00.9/01/2023 28 Februari 2023
Hal . Permohonan izin penelitian
Yth : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung

Assalamualaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana
Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/ ibu pimpinan untuk memberikan izin
kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama - Tigia Syahrotul Maghfiroh

Nim : $20181020

Semester - 9 (sembilan)

Jurusan/Prodi . Syariah/ Hukum Keluarga

JudulSkripsi “Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun
2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada Usia
Anak’

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan
terimakasih.

an. Dekan




& KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

(] UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
%,ﬁ JEMBER FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JI. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
B Koo e Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website :www.uinkhas.ac.id
No - B.379/Un.22/4.a/PP.00.9/01/2023 31 januari 2023
Hal : Permohonan izin penelitian

Yth . Kepala Pengadilan Agama Lumajang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana
Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/ ibu pimpinan untuk memberikan izin
kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama . Tigia Syahrotul Maghfiroh

Nim : 520181020

Semester . 9 (sembilan)

Jurusan/Prodi . Syariah/Hukum Keluarga

JudulSkripsi “Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun

2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada Usia
Anak”

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan
terimakasih.



&> KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

(] UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
‘i,ﬁ JEMBER FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JI. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
i e el Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website :www.uinkhas.ac.id
No : B.379/Un.22/4.a/PP.00.9/01/2023 7 Februari 2023
Hal - Permohonan izin penelitian
Yth . Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindngan Anak Lumajang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana
Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/ ibu pimpinan untuk memberikan izin
kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama . Tigia Syahrotul Maghfiroh

Nim - 20181020

Semester . 9 (sembilan)

Jurusan/Prodi . Syariah/ Hukum Keluarga

JudulSkripsi “Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun

2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada Usia
Anak”

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan
terimakasih.

an. Dekan




SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Ahmad Yani No. 199 Telp. 0334 - 888155 Fax. 888155 email : dinsos{ilumajangkab.go.id

LUMAJANG-67352

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 460 /%5 427.42/2023

Yang bertanda tangan dibawabh ini :

Nama . DARNQO, S.Pd, MM
Jabatan © Kasubag Umum dan Kepegawain
Alamat Kantor . JI. Ahmad Yani No. 199, Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang identitasnya :

Nama . Tigia Syahrotul Magfiroh
NIM © 520181020
Program Studi . Fakultas Syariah/Hukum Keluarga Universitas Islam

Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember
Jenjang : Strata 1/ 81

Telah selesai melakukan Penelitian di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang, selama 1 (satu) hari terhitung tanggal 1 Februari
2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “Implementasi
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan
Pernikahan Usia Anak”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 20 Februari 2023




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JATIROTO
J1. Sultan Agung No.72 Jatiroto Lumajang Telepon 321158
Email: kuajatiroto@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor-4 4|5/ Kua.13.05.08/PW.01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. HAMIM THOHARI

NIP : 197005101994031006

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Jatiroto

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang identitasnya:

Nama : TIGIA SYAHROTUL MAGHFIROH

Nim : 820181020

Progam studi : Fakultas Syari’ah/ Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember

Jenjang : Stratal/ S1

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, selama 1 (satu)
hari terhitung tanggal 7 maret 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsiyang
berjudul “ Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya
Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

to;, 7 Maret 2023

. THOHARI
NIP. 197005101994031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RANDUAGUNG
JL. Raya Randuagung Randuagung Lumajang
Telepon( 0334 ) 321602
Email : kuaranduagunglmj@amail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor :B. 025 /Kua.13.05.07/PW.01/02/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kami :

Nama : ABD. RAHMAN, S. Ag

NIP : 196502042000031001

Jabatan : Kepala KUA Kec. Randuagung

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang identitasnya :

Nama : TIGIA SYAHROTUL MAGHFIROH

NIM :§20181020

Program Studi : Fakultas Syari’ah / Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jenjang : Strata 1 /S1

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung,
selama 1 ( satu) hari terhitung tanggal 28 Februari 2023 untuk memperoleh data dalam
rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ Implementasi Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usian Anak “

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Randuagung, 28 Februari 2023




PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
Jalan Soekarno Hatta No. 11 Sukodono — Lumajang
Telp. / Fax. (0334) 8781874
Email : pa.lumajang@gmail.com
LUMAJANG - 67352

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : W.13-A8/Hk.05/570/2/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. TEGUH SANTOSO, S H
Jabatan . Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang;
Alamat Kantor - JI. Soekarno-Hatta Nomor 11 Sukodono Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang identitasnya ;

Nama : Tigia Syahrotul Maghfiroh
NIM : 520181020
Program Studi © Fakultas Syari'ah/Hukum Keluarga  Universitas

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember
Jenjang . Strata 1/ 51

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Lumajang,
selama 1 (satu) hari terhitung tanggal 1 Pebruari 2023 untuk memperoleh data
dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan
Pernikahan Usia Anak”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Lumajang, 1 Pebruari 2023

_-An.Panitera
./ RanitéraMuda Hukum




DOKUMENTASI

Bapak Abd. RahmasebagaKepala KUA Kecamatan Randuagung

Bapak Hamim ThohagsebagaKepala Kua Kecamatan Jatiroto



BapakTeguhSantosasebagai Panitra Muda Hukum

Pengadilan Agama Lumajang

Bapak Tamaji Sebag&anitra Muda Permohonan

Pengadilan Agama Lumajang



Ibu miraPegawai Di Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Lumajang



Nama

Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Agama

NIM

Fakutas

Jurusan/ prodi

Alamat asal

Riwayat pendidikan:

BIODATA PENULIS

: Tigia Syahrotul Maghfiroh

: Lumajang, 17 Desember 1999
: Perempuan

> Islam

: 520181020

: Syariah

: Hukum Islam/ Hukum Keluarga

: Dsn. Pondok Jaya, Desa Sokosari, Kecamatan
Jatiroto Lumajang

1) TK Dharma Wanita Tiris Probolinggo(20042006)

2) SD Negeri Tiris 01 Probolinggo (20062012)

3) SMP Negeri 01 Jatiroto Lumajang  (20122015)

4) MAN 02 Jember

(20152018)



Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPFATI LUMAJANG,

bahwa pemerintah daerah wajib menjamin terpenuhinya hal-
hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta
mengembangkan diri serta memperoleh pendidikan yang
memadai demi masa depan generasi bangsa yang berkualitas;

bahwa anak wajib dilindungi dari potensi gangguan kesehatan
dan segala bentuk kekerasan akibat ketidaksiapan psikologis
anak dan belum matangnya usia perkawinan;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupatitentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Analk.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propingi Jawa
Timur [Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9]
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat 11 Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Begar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonegia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonegia
Nomor 2730],

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6401];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Analk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235] sebagaimana telah diubah dengan Undang-






